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ABSTRAK 

MALADMINISTRASI PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA 

TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL  

PROVINSI LAMPUNG 

Oleh 

 

SHANDI PATRIA AIRLANGGA 

 

Sengketa tanah merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi pemerintah. 

Untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat akan hak atas 

tanahnya, pemerintah telah menyediakan lembaga-lembaga untuk menangani 

sengketa pertanahan. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2011 tentang 

Penyelesaian Kasus Pertanahan, kewenangan penyelesaian sengketa tanah 

diserahkan pada Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan hasil kajian sistemik oleh 

Tim Ombudsman Provinsi Lampung terhadap alur terindikasi maladministrasi 

dalam pelayanan penyelesaian sengketa tanah di 7 (tujuh) Kantor Pertanahan di 

Provinsi Lampung pada tahun 2018, ditemukan indikasi maladministrasi dalam 

alur penyelesaian sengketa tanah. Indikasi maladministrasi dalam pelayanan 

penyelesaian sengketa tanah dibagi dalam 2 (dua) periodisasi, yaitu periode 

pendaftaran tanah untuk pertama kali dan periode penyelesaian sengketa tanah di 

BPN. Terdapat ketidaksesuaian antara alur penyelesaian sengketa tanah di Kantor 

Pertanahan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Untuk itu 

perlu dilakukan penelitian guna mengetahui penyebab maladministrasi, akibat 

hukumnya, dan menyajikan konsep penyelesaian sengketa yang efektif dan 

efisien. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data 

yang digunakan adalah data sekunder. Teori hukum yang digunakan antara lain 

teori sistem hukum, teori hukum responsif, dan teori fungsi hukum. Hasil 

penelitian menunjukkan maladministrasi pada pendaftaran tanah untuk pertama 

kali disebabkan oleh kelalaian atau ketidakkompetenan petugas yang 

bertanggungjawab mengumpulkan data fisik dan data yuridis sehingga sertipikat 

tanah yang diterbitkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan maupun pihak-

pihak yang terlibat. Sedangkan maladministrasi pada pelayanan penyelesaian 

sengketa tanah di BPN disebabkan oleh pengabaian hukum, penyelewengan 

prosedur, dan penafsiran hukum untuk kepentingan sekelompok orang. Hal 

tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap tindakan dan produk hukum yang 

dikeluarkan oleh BPN. Maka BPN perlu merestrukturisasi sistem hukum, 

optimalisasi perkembangan birokrasi, dan memelihara fungsi hukumnya. 

Masyarakat disarankan untuk mematuhi peraturan hukum dan tidak melakukan 

tindakan yang menyebabkan sengketa tanah, sehingga mengurangi permasalahan 

sengketa tanah di Indonesia. 

 

Kata Kunci:  Maladministrasi, Sengketa Tanah, BPN. 

 



ABSTRACT 

 

MALADMINISTRATION OF LAND DISPUTE RESOLUTION SERVICES 

IN LAMPUNG PROVINCIAL NATIONAL LAND AGENCY 

 

By 

 

SHANDI PATRIA AIRLANGGA 

 

Land disputes are one of the crucial problems facing the government. To provide 

protection and justice for the people regarding their land rights, the government 

has provided institutions to deal with land disputes. Since the issuance of the 

Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 

11 of 2011 concerning Settlement of Land Cases, the authority to settle land 

disputes is submitted to the Ministry of ATR/BPN. Based on the results of a 

systemic study by the Lampung Province Ombudsman Team on the indications of 

maladministration in the service of land dispute resolution in 7 (seven) Land 

Offices in Lampung Province in 2018, there were indications of maladministration 

in the flow of land dispute resolution. Indications of maladministration in land 

dispute resolution services are divided into 2 (two) periods, those are the period of 

land registration for the first time and period of land dispute resolution at the 

BPN. There is a mismatch between the flow of land dispute resolution at the Land 

Office and the laws and regulations that govern it. For this reason, research is 

needed to determine the causes of maladministration, its legal consequences, and 

present an effective and efficient dispute resolution concept. The type of research 

used is normative juridical approach to legislation, cases, and conceptual. The 

data source used is secondary data. Legal theories used include legal system 

theory, responsive legal theory, and legal function theory. The results of the study 

showed that the administration of land registration for the first time was caused by 

negligence or incompetence of officers responsible for collecting physical data 

and juridical data so that the land certificate issued was not in accordance with the 

conditions in the field and the parties involved. Whereas maladministration in 

land dispute resolution services at BPN is caused by legal ignore, misuse of 

procedures, and legal interpretation for the benefit of a group of people. This 

results in legal consequences for legal actions and products issued by the BPN. So 

the BPN needs to restructure the legal system, optimize the development of the 

bureaucracy, and maintain its legal functions. The community is advised to 

comply with legal regulations and not take actions that cause land disputes, 

thereby reducing the problem of land disputes in Indonesia. 

 

Keywords:  Maladministration, Land Dispute, BPN. 
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Hukum tanpa etika dan moral hanya akan menjadi kutukan bagi yang lemah. 

 

Shandi Patria Airlangga 

Jangan memperlihatkan kelihaianmu berbicara kepada orang yang mengajarimu 

cara berbicara. 

 

Socrates 

Makin banyak aku tahu, makin banyak aku tidak tahu. Akhirnya aku tahu bahwa 

hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Semakin kita 

belajar, semakin kita sadar, bahwa banyak ilmu yang tidak kita tahu. Dengan 

begitu, kita menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak pongah. Sadari bahwa 

banyak orang yang lebih pintar dari kita, begitulah cara berilmu. 

 

Epictetus 

Kita punya dua telinga dan satu mulut, jadi kita harus mendengar dua kali lebih 

banyak daripada berbicara. 

 

 

 

 

 



PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan tesis ini kepada orang-orang yang akan selalu kucintai dan 

kusayangi kemanapun langkahku pergi dan dimanapun aku berada. Yang kukasihi 

Bapak Sudarto Manaf, Ibu Sri Sulastuti, Kakak Kisti Artiasha, atas segala curahan 

hati, dukungan do’a restunya serta keikhlasan yang mengiringi setiap langkahku 

dan menantikan keberhasilanku. Yang kusayangi sahabat-sahabatku dan saudara-

saudaraku yang telah memberikan dorongan semangat dan memberi perhatian 

membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Guru-guruku yang 

telah dengan tulus memberikan ilmu dan membimbing penulis dapat mengerti 

akan ilmu pengetahuan. Seseorang yang kelak akan menjadi sandaran hatiku. 

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAN WACANA 

 

Bismillahhirrahmanirrahim, 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala, karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat 

menyelesaikan tesis yang berjudul “Maladministrasi Pelayanan Penyelesaian 

Sengketa Tanah di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung” yang 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Lampung dan kepada Rasulullah Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang telah membawa kita semua ke zaman dan 

kondisi yang baik saat ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan 

terimakasih yang tulus dan sebanyak-banyaknya atas kelancaran dan keberhasilan 

penyusunan tesis yang penulis sadari belum sempurna ini, kepada :  

1. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan 

dan nasihatnya, khususnya dalam bidang Hukum Pertanahan. Penulis merasa 

sangat beruntung bisa dibimbing oleh beliau, begitu pun dalam pembuatan tesis 

ini, Bapak Sumarja sangat membantu dalam memberikan masukan dan saran 

sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik; 

2. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing II, Dosen Pembimbing 

Akademik, sekaligus orang yang sangat berperan dalam mengarahkan penulis 

untuk mengambil langkah dan memutuskan sesuatu. Dalam bidang hukum 

beliau banyak mengajarkan tentang teori hukum dan Hukum Administrasi 

Negara. Beliau memberikan banyak pengalaman dan ilmu dan penulisan artikel 

ilmiah, penulisan buku, pembuatan naskah akademik dan ranperda, serta 



memberikan pekerjaan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi S2 dengan 

biaya yang minim; 

3. Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Pembahas I Penulis atas 

masukan dan nasihatnya selama penulis menjalani proses perkuliahan serta 

masukan dan saran selama penulis menyusun tesis ini. Bapak Yuswanto 

memberikan banyak pengetahuan tentang teori hukum dan asbabunuzul dari 

suatu kata, yang sangat membantu penulis dalam menafsirkan suatu diksi 

hukum; 

4. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembahas II Penulis 

atas bimbingan dan nasihatnya selama penulis menjalani proses perkuliahan 

serta masukan dan saran selama penulis menyusun tesis ini. Penulis sangat 

mengagumi Bapak Akib, karena kecerdasan dan ketelitiannya. Beliau juga 

satu-satunya panutan dalam bidang Hukum Lingkungan; 

5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 

beserta seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang telah memberikan 

bantuan, dan ilmunya hingga saya mampu meraih gelar Magister Hukum; 

6. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bimbingan dan 

nasihatnya selama penulis menjalani proses perkuliahan serta masukan dan 

saran selama penulis menyusun tesis ini; 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Pegawai Magister Ilmu Hukum, atas 

bimbingan dan nasihatnya dalam proses perkuliahan yang tak dapat penulis 

sebutkan satu-persatu.. 



8. Semua sahabat karib yang menemani, memberikan masukan, motivasi, 

inspirasi dan semua yang telah diberikan kepada penulis dalam menjalani 

proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tersayang 

Desia Rakhma Banjarani, teman-teman seperjuangan: Bang Tamaroni Usman, 

Bang Zul Armain, Bang Erwin, Mba Reny Raymond Diaz, Mba Mutia, Mba 

Wulan, Bang Rudi Marino Supisco, Bang Fajar, Andri, serta seluruh teman-

teman Mahasiswa MIH FH Unila yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. 

Semoga tesis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca, dan 

kepada semua pihak tersebut di atas semoga kebaikan dan keikhlasannya atas 

semua yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

(Amin) dan atas jasa-jasanya akan terkenang selalu dalam proses kehidupan 

penulis. 

 

       Bandar Lampung, 12 Juli 2019 

 

 

          Shandi Patria Airlangga 

 

 

 

 

 



i 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1 

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .............................................. 10 

 1.2.1. Permasalahan ....................................................................................... 10 

 1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian .................................................................... 10 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................. 11 

 1.3.1. Tujuan Penelitian ................................................................................. 11 

 1.3.2. Kegunaan Penelitian ............................................................................ 11 

1.4. Kerangka Pemikiran .................................................................................... 12 

 1.4.1. Alur Pikir............................................................................................. 12 

 1.4.2. Kerangka Teoritis ................................................................................ 13 

  1.4.2.1. Teori Sistem Hukum ................................................................ 13 

  1.4.2.2. Teori Hukum Responsif ........................................................... 14 

  1.4.2.3. Teori Fungsi Hukum ................................................................ 16 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penyelesaian Sengketa Tanah ...................................................................... 17 

 2.1.1. Tanah dalam Perspektif Ilmu Hukum ................................................... 17 

 2.1.2. Pengertian Sengketa............................................................................. 20 

 2.1.3. Memahami Sengketa Tanah ................................................................. 24 

 2.1.4. Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia .......................................... 28 

  2.1.4.1. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi ................ 29 

  2.1.4.2. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Non Litigasi ......... 31 

2.2. Maladministrasi .......................................................................................... 41 

 2.2.1. Memahami Maladministrasi ................................................................. 41 

 2.2.2. Penyebab dan Bentuk Maladministrasi................................................. 43 

2.3. Ombudsman ................................................................................................ 45 

 2.3.1. Sejarah Singkat Perkembangan Ombudsman ....................................... 45 

 2.3.2. Perkembangan Ombudsman di Indonesia ............................................. 48 

 2.3.3. Ombudsman Republik Indonesia ......................................................... 52 

 2.3.4. Perwakilan Ombudsman ...................................................................... 55 

2.4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional .............. 57 

 2.4.1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang .................................................. 57 

 2.4.2. Badan Pertanahan Nasional.................................................................. 60 

  2.4.2.1. Kantor Wilayah Pertanahan ..................................................... 61 

  2.4.2.2. Kantor Pertanahan ................................................................... 64 

 2.4.3. Sejarah Kementerian ATR/BPN .......................................................... 67 

2.5. Instrumen Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara .......................... 71 

 2.5.1. Penegakan Hukum ............................................................................... 71 

 2.5.2. Perlindungan Hukum ........................................................................... 72 

 2.5.3. Pertanggungjawaban Pemerintah ......................................................... 73 

 2.5.4. Diskresi (Freies Ermessen) .................................................................. 75 



ii 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Masalah .................................................................................... 77 

3.2. Jenis Data.................................................................................................... 78 

3.3. Analisis Data ............................................................................................... 80 

3.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .............................................. 81 

 3.4.1. Prosedur Pengumpulan Data ................................................................ 81 

 3.4.2. Pengolahan Data .................................................................................. 81 

BAB IV PEMBAHASAN 

4.1. Penyebab Maladministrasi dalam Pelayanan Penyelesaian Sengketa Tanah . 82 

 4.1.1. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Rakyat dari Tindakan  

   Maladministrasi ................................................................................... 82 

 4.1.2. Alur Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Formal ............................... 85 

 4.1.3. Maladministrasi dari Segi Keabsahan Tindakan Pemerintah .............. 112 

  4.1.3.1. Maladministrasi dalam Aspek Kewenangan ........................... 114 

  4.1.3.2. Maladministrasi dalam Aspek Prosedur ................................. 115 

  4.1.3.3. Maladministrasi dalam Aspek Substansi ................................ 154 

4.2. Akibat Hukum Maladministrasi Pelayanan Penyelesaian Sengketa Tanah . 188 

 4.2.1.  Produk Hukum dan Akibat Hukum.................................................... 189 

 4.2.2.  Batasan Akibat Hukum Maladministrasi dan Pelanggaran  

   Administratif ..................................................................................... 190 

 4.2.3.  Akibat Hukum Maladministrasi ......................................................... 192 

4.3. Konsep Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien ........................... 196 

 4.3.1. Restrukturisasi Sistem Hukum ........................................................... 198 

 4.3.2. Optimalisasi Perkembangan Birokrasi ............................................... 200 

 4.3.3. Pemeliharaan Fungsi Hukum ............................................................. 201 

BAB V PENUTUP 
5.1. Simpulan ................................................................................................... 203 

5.2. Saran ......................................................................................................... 204 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DAFTAR GAMBAR 

1.  Alur Pikir Penelitian ................................................................................... 12 

2.  Peta Konflik Ralf Dahrendorf ..................................................................... 23 

3.  Alur Proses Pengelolaan Pengaduan ............................................................ 32 

4.  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Republik Indonesia ......... 54 

5.  Alur Penyelesaian Laporan/Pengaduan........................................................ 54 

6.  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN ....................... 59 

7.  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Pertanahan ............................... 63 

8.  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan ............................... 66 

9.  Piramida Hubungan Hukum Administrasi Antara Pemerintah dengan  

 Rakyat ........................................................................................................ 83 

10.  Mekanisme Pelaksanaan Gelar Perkara ....................................................... 93 

11.  Hasil Analisis Model Perkembangan Birokrasi BPN ................................. 153 

12. Periodisasi Maladministrasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah ............. 155 

13. Komponen-Komponen Sistem Hukum ...................................................... 157 

14. Maladministrasi Pada Substansi Sistem Hukum ........................................ 161 

15. Pola Asupan-Keluaran Antara Hukum dengan Bidang-Bidang Lain dalam 

 Masyarakat ............................................................................................... 177 

16.  Pola Fungsi Hukum Sebagai Pengintegrasi Sengketa Tanah di BPN ......... 178 

17.  Proses Pengolahan Asupan Hingga Menjadi Output .................................. 185 

18.  Diagram Chambliss dan Seidman Mengenai Proses Bekerjanya Hukum ... 186 

19. Konsep Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien ........................... 198 

 

DAFTAR TABEL 

1.  Tiga Tipe Hukum Menurut Teori Hukum Responsif ................................... 15 

2.  Daftar Nama dan Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Provinsi Lampung ...... 65 

3. Tiga Model Perkembangan Birokrasi ........................................................ 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus 

Pertanahan selanjutnya disebut Permen Penyesaian Kasus Pertanahan, segala urusan 

sengketa tanah diatur dalam permen ini.
1
 Dalam Permen Penyelesaian Kasus 

Pertanahan, diatur 2 (dua) jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur litigasi dan 

jalur non litigasi.
2
 Penyelesaian sengketa tanah non litigasi merupakan kewenangan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian 

ATR/BPN), bisa juga diselesaikan melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).
3
 

Penyelesaian sengketa tanah oleh Kementerian ATR/BPN dilakukan berdasarkan 

                                                           
1
  Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang 

dimaksud dengan sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, 

badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sengketa tanah berbeda dengan konflik 

tanah dan perkara tanah. Konflik tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, 

kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan 

atau sudah berdampak luas, sedangkan perkara tanah adalah perselisihan pertanahan yang 

penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. 
2
  Para pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan, baik peradilan 

umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), menghadapi kenyataan yang jauh dari 

harapan karena penyelesaian sengketa dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan 

kembali adalah proses litigasi yang memakan waktu sangat lama, bisa mencapai lebih dari 7 

(tujuh) tahun. Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus 

Pertanahan, (Jakarta: KPG, 2014), hlm. 380-381. 
3
  Bentuk paling dasar dari ADR adalah negosiasi: pada intinya, dua orang hanya berbicara tentang 

masalah dan berusaha mencapai resolusi keduanya bisa menerima. Ini mengikuti mediasi yang 

dimulai ketika dua negosiator, menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan dalam proses ini, 

menerima intervensi orang ketiga. Jika pihak ketiga diminta untuk membuat keputusan atau 

menempatkan keputusan di tangan beberapa orang yang sewenang-wenang, mekanismenya 

melalui proses arbitrase. Jerome T. Barrett, A History of Alternative Dispute Resolution The Story 

of a Political, Cultural, and Social Movement, (San Francisco: Jossey-Bass , 2004), hlm. 1. 
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inisiatif kementerian dan pengaduan masyarakat.
4
 Tahapan-tahapan pelayanan 

penyelesaian sengketa tanah di kantor pertanahan melibatkan banyak pejabat yang 

memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda. Dalam menjalankan 

tugasnya, pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan sengketa harus mampu 

menjaga sikap dan tingkah lakunya, sebab tingkah laku itu dapat menular pada 

pekerja yang lainnya.
5
 

 Problem yang rentan terjadi dalam pelayanan publik dalam hal ini pelayanan 

penyelesaian sengketa tanah yaitu tindakan maladministrasi.
6
 Maladministrasi 

menjadi problem strategis yang terjadi di setiap organ pemerintahan
7
, maka konsep 

penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien menjadi state of the art (SOTA) yang 

yang bersifat novelty dalam penelitian ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kata “efektif” artinya adalah “ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur 

atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna, dan menggambarkan keadaan 

berpengaruh, berhasil”. Sedangkan kata “efisien” artinya adalah tepat atau sesuai, 

tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya, mampu menjalankan tugas dengan 

tepat dan cermat, berdaya guna, dan tepat guna.
8
 Dalam konteks pelayanan 

penyelesaian sengketa tanah, diupayakan pelayanan tersebut dapat terselenggara 

dengan efektif dan efisien sehingga terhindar dari tindakan maladministrasi.  

                                                           
4
  Pasal 4 Permen Penyelesaian Kasus Pertanahan. 

5
  Stephen P. Robbins, Essentials of Organizational Behavior, Seventh Edition, (New Jersey: 

Prentice Hall, 2003), hlm. 28. 
6
  Lihat Pasal 1 angka 3 UU ORI, yang dimaksud dengan maladministrasi adalah perilaku atau 

perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, untuk tujuan tertentu di luar 

wewenangnya, dan menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil bagi orang lain. 
7
  K. C. Wheare, Maladministration and Its Remedies, (London: Stevens and Sons, 1973), hlm. 1. 

8
  Dendi Sugono, et al, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 374. 
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 Efektif yang dimaksud yaitu penyelesaian sengketa berakibat positif bagi 

keadilan masyarakat, berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat, berkesan 

positif di masyarakat, manjur dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, membawa 

hasil yang sesuai dengan cita-cita pelayanan publik, berhasil guna dalam memberikan 

pelayanan secara optimal, dan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pelayanan penyelesaian sengketa tanah yang efektif di BPN, dapat terhindar dari 

tindakan maladministrasi. Efisien yang dimaksud yaitu pelayanan penyelesaian 

sengketa tanah tepat waktu atau sesuai dengan kaidah-kaidah pelayanan publik dan 

AUPB, tidak membuang-buang waktu dalam memberikan pelayanan penyelesaian 

sengketa tanah, pelayanan tidak membuang banyak tenaga, biaya yang dihabiskan 

untuk menyelesaikan sengketa minim, SDM pada birokrasi BPN mampu 

menjalankan tugasnya dengan tepat dan cermat sesuai dengan asas-asas pelayanan 

publik, pelayanan berimplikasi baik terhadap masyarakat, dan tepat guna sebagai 

instansi yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan. 

 Para pencari keadilan atas sengketa tanah, dapat memilih cara penyelesaian 

hukumnya, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dengan adanya lembaga 

negara yaitu BPN yang mengakomodir penyelesaian sengketa, sangat membantu dan 

mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah. Masyarakat bisa 

mengajukan sengketanya ke kantor pertanahan setempat, yang kemudian diproses 

hingga menghasilkan keputusan pejabat BPN. Keputusan itu nantinya akan 

menentukan status hukum atas tanah yang disengketakan. 

 Terlepas dari teorinya, dalam tataran praktik akan menemui kendala-kendala 

yang terkadang sulit untuk diprediksi, karena bagaimanapun juga suatu birokrasi 
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dijalankan oleh manusia, bukan mesin. Manusia dengan segala yang dimilikinya 

seperti nafsu, keinginan, ego, bisa saja menyimpang dari ketentuan hukum yang ada 

dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pelayanan publik, penyimpangan yang 

dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan itu disebut maladministrasi 

atau pelayanan yang buruk. 

 Sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat, kemudian hadir 

lembaga Ombudsman Republik Indonesia atau disebut Ombudsman untuk 

menampung keluhan masyarakat atas tindakan maladministrasi oleh penyelenggara 

negara dalam pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga 

sebagai bentuk administrative complaint di Indonesia. Berdasarkan data sekunder 

berupa hasil kajian sistemik dari Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung, 

terindikasi maladministrasi dalam alur pelayanan penyelesaian sengketa tanah yang 

dapat terjadi dalam 3 (tiga) unsur keabsahan tindakan pemerintah, yang meliputi 

kewenangan penyelesaian sengketa, prosedur penyelesaian sengketa, dan substansi 

penyelesaian sengketa. 

 Unsur pertama mengenai kewenangan penyelesaian sengketa, menurut 

Philipus M. Hadjon istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan 

istilah bevoegdheid dalam istilah Belanda. Namun istilah bevoegdheid digunakan 

dalam konsep hukum publik maupun hukum privat. Sedangkan dalam hukum di 

Indonesia, istilah kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik.
9
 

Maladministrasi pada aspek kewenangan, sangat rentan terjadi pada pemegang 

                                                           
9
   Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, Yuridika Vol 7, No 5-6 (1997), (Surabaya: 

Universitas Airlangga, 1997), hlm. 1. 
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kewenangan terkuat pada birokrasi BPN, yaitu penyalahgunaan kewenangan oleh 

Kanwil Pertanahan maupun Menteri. Pada aspek kewenangan, maladministrasi yang 

bisa terjadi antara lain: 

1. penyalahgunaan wewenang penerbitan Keputusan di bawah tekanan pihak lain, 

dengan atau tanpa menerima suap; 

2. memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan tertentu, seperti menerobos 

prosedur untuk memudahkan kerabat atau sanak keluarga dalam mengurus 

sengketa tanah di BPN; 

3. dengan kewenangannya menolak menyelesaikan suatu sengketa atau menerbitkan 

keputusan tanpa alasan yang jelas; 

4. dengan kewenangannya berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa karena 

kepentingan tertentu; 

5. Kepala Kawnil atau Menteri bertindak di luar kewenangannya yang telah 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

 Unsur Kedua mengenai prosedur pelayanan penyelesaian sengketa tanah di 

BPN, dapat ditempuh melalui inisiatif kementerian dan melalui pengaduan 

masyarakat.
10

 Secara formal, alur penyelesaian sengketa tanah di BPN meliputi 

inisiatif kementerian maupun pengaduan masyarakat, pengumpulan data dan analisis, 

pengkajian dan pemeriksaan lapangan, paparan, laporan penyelesaian sengketa, 

penyelesaian, dan pelaksanaan keputusan penyelesaian. Maladministrasi pada aspek 

prosedur, dapat terjadi pada proses penyelesaian sengketa pada petugas-petugas dan 

pejabat-pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan sengketa dari awal sampai 

                                                           
10

  Pengaduan secara online dapat diakses pada URL berikut: https://www.atrbpn.go.id/. 

https://www.atrbpn.go.id/
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akhir dalam birokrasi BPN, yaitu Petugas Penerima Pengaduan, Petugas yang 

Bertanggungjawab Menyelesaikan Sengketa, Petugas Pengelola Informasi, dan 

petugas lainnya yang tidak disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan. 

 Pada aspek prosedur, maladministrasi yang dapat terjadi antara lain: 

1. adanya upaya penyembunyian dokumen atau berkas pengaduan, sehingga proses 

penyelesaian sengketa tidak dapat dilanjutkan, dan pemalsuan tanggapan oleh 

petugas informasi kepada pengadu bahwa seolah-olah BPN tidak bisa menangani 

sengketa tersebut; 

2. petugas yang bertanggungjawab menganalisis pengaduan tidak menjalankan 

tugasnya (pengabaian tugas), sehingga sengketa tidak diketahui merupakan 

kewenangan kementerian atau bukan; 

3. petugas yang bertanggungjawab menganalisis pengaduan sengaja memasukkan 

sengketa untuk diselesaikan melalui mediasi agar praktis; 

4. Kepala Kantor Pertanahan tidak menyampaikan hasil pengumpulan data dan 

analisis kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan, sehingga kantor wilayah tidak 

dapat melaksanakan tahapan penyelesaian sengketa yang merupakan kewenangan 

kementerian. 

 Unsur Ketiga mengenai substansi dalam penyelesaian sengketa, 

maladministrasi dapat terjadi pada administrasi pertanahan. Masalah administrasi 

pertanahan tersebut terdapat pada data fisik dan data yuridis tanah.
11

 Indikasi 

                                                           
11

  Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun 

yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. 

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun 

yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. 
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maladministrasi pada aspek substansi, diuraikan menjadi 2 (dua) periodisasi, yaitu 

indikasi maladministrasi pada periode pendaftaran tanah untuk pertama kali dan 

indikasi maladministrasi pada periode penyelesaian sengketa tanah di BPN. 

 Pada aspek substansi, maladministrasi yang dapat terjadi antara lain: 

1. Maladministrasi pada pendaftaran tanah untuk pertama kali: 

a. kesalahan dengan sengaja maupun tidak saat menentukan tugu atau batas patok 

tanah (misalnya pohon, besi, sungai, dan lain sebagainya); 

b. adanya perbuatan memindahkan patok tanah yang semula di titik A, 

dipindahkan ke titik B, sehingga data fisik dalam buku tanah tidak sesuai 

dengan di lapangan; 

c. adanya perbuatan merusak patok tanah, sehingga tidak diketahui batas-batas 

tanahnya; 

d. adanya perbuatan menyuap Kepala Desa, Lurah, atau Camat yang perannya 

sangat menentukan terhadap tanah yang bersangkutan, misalnya agar dibuatkan 

surat keterangan tidak adanya silang tanah, sehingga masuk kategori 

maladministrasi keberpihakan; 

e. proses pengukuran tidak diinformasikan atau tidak diketahui oleh warga; 

f. hasil pengukuran/daftar peta bidang tanah tidak diumumkan, sehingga warga 

tidak memiliki kesempatan untuk menyatakan keberatan; 

                                                                                                                                                                      
Data fisik terdiri dari letak tanah, batas tanah, luas tanah, dan keterangan bangunan dan tanaman 

di atas tanah. Data yuridis terdiri dari status hukum tanah, data pemegang hak tanah, jenis hak 

tanah, ada atau tidaknya pihak lain atas tanah tersebut. Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan 

Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
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g. kelalaian dan ketidakmampuan panitia ajudikasi dalam kegiatan pengukuran 

dan pemetaan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik, yaitu 

antara lain pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang 

tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta 

pendaftaran tanah, pembuatan daftar tanah, dan pembuatan surat ukut; 

h. kelalaian saat pembukuan hak dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan 

data fisik bidang tanah yang bersangkutan; 

i. penerbitan sertipikat tidak ditangguhkan dalam hal masih terdapat catatan 

menyangkut data yuridis dan data fisik; 

j. sertipikat diberikan kepada pihak lain yang namanya tidak tercantum dalam 

buku tanah sebagai pemegang hak; 

k. diprosesnya gugatan pihak lain yang merasa mempunyai hak atas suatu tanah 

yang sertipikatnya sudah diterbitkan di atas 5 (lima) tahun, padahal peraturan 

perundang-undangan melarangnya. 

2. Maladministrasi pada penyelesaian sengketa tanah di BPN: 

 Merupakan dampak sistemik dari maladministrasi pada periode sebelum 

sertipikat hak atas tanah diterbitkan, sehingga maladministrasi baru dapat ditemukan 

pada proses ini. Namun pada proses ini, apabila maladministrasi yang sebenarnya 

terjadi namun tidak diketahui pejabat yang bertanggungjawab menangani sengketa, 

maladministrasi bisa ditemukan pada saat Keputusan Menteri telah diterbitkan, yaitu 

berupa Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah, Keputusan Pembatalan Sertipikat, 

Keputusan Perubahan Data pada sertipikat, surat ukur, buku tanah, dan daftar umum 

lainnya. 
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 Menyadari begitu banyak celah yang memungkinkan terjadinya 

maladministrasi khususnya pada aspek substansi, yang berkaitan erat dengan data 

yuridis dan data fisik tanah, serta dokumen-dokumen administrasi pertanahan, maka 

penting untuk dilakukan identifikasi dan analisis guna menemukan sebab-sebab 

terjadinya maladministrasi, dan bagaimana akibat hukum dari tindakan 

maladministrasi guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. 

Pertanyaannya kemudian, sudahkah model penyelesaian maladministrasi yang ada 

saat ini memberikan efek jera bagi pelaku maladministrasi, menutup celah terjadinya 

maladministrasi, membentengi organisasi pemerintahan dari kemungkinan 

maladministrasi yang datang dari eksternal maupun internal birokrasi, serta untuk 

mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Untuk itu perlu 

pengkajian secara mendalam dan komprehensif, guna mencari solusi yang benar-

benar bisa memberantas maladministrasi. Penelitian ini bukan semata-mata dibuat 

sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum, namun peneliti 

menaruh harapan besar agar penelitian ini bisa berguna sebagai referensi yang 

progresif, solutif, dan inovatif dalam pemberantasan maladministrasi, penyakit-

penyakit birkorasi, serta menghadirkan suatu konsep penyelesaian sengketa tanah 

yang efektif dan efisien. 

 Pemikiran-pemikiran yang dogmatis, menghambat untuk melakukan 

lompatan-lompatan pemikiran yang progresif. Hal tersebut menjadi dasar perlunya 

mengidentifikasi “penyakit-penyakit” birokrasi yang menghambat pembangunan 

kesejahteraan bangsa. Berdasarkan paparan singkat di atas, maladministrasi dalam 

pelayanan penyelesaian sengketa tanah di BPN dijadikan sebagai objek penelitian, 
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maka tesis ini mengangkat judul Maladministrasi Pelayanan Penyelesaian 

Sengketa Tanah di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. 

 

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.2.1. Permasalahan 

a. Mengapa terjadi maladministrasi dalam pelayanan penyelesaian sengketa tanah di 

Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung? 

b. Bagaimanakah akibat hukum maladministrasi dalam pelayanan penyelesaian 

sengketa tanah di Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung? 

c. Bagaimanakah konsep penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien? 

 

1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini mengkaji maladministrasi yang terjadi pada pelayanan 

penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung. Penelitian 

menggunakan data sekunder berupa hasil kajian sistemik tentang “Potensi 

Maladministrasi dalam Pelayanan Penyelesaian Sengketa Tanah dan Blokir Tanah 

pada Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung” oleh Tim Kajian Ombudsman 

Proivinsi Lampung pada 7 (tujuh) Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung, pada 

tahun 2018. 
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1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya maladministrasi dalam pelayanan 

penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung. 

b. Untuk mengetahui akibat hukum maladministrasi dalam pelayanan penyelesaian 

sengketa tanah di Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung. 

 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

  Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kajian ilmu hukum pada 

umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya yang berkaitan dengan 

maladministrasi dalam pelayanan penyelesaian sengketa tanah di BPN. 

b. Secara Praktis 

  Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

referensi bagi Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung, Kantor Pertanahan di 

Provinsi Lampung, masyarakat, juga para penyelenggara pelayanan publik di instansi 

lainnya agar terhindar dari tindakan maladministrasi serta mewujudkan pelayanan 

publik yang efektif dan efisien. 
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1.4. Kerangka Pemikiran  

1.4.1. Alur Pikir 

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian 

Sengketa Tanah 
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1.4.2. Kerangka Teoritis  

1.4.2.1. Teori Sistem Hukum 

  Menurut pelopor teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, terdapat 3 (tiga) 

komponen sistem hukum:
12

 

a. Struktur hukum (legal structure), yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu 

mekanisme kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum, dan mempunyai 

fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum, mencakup bentuk dari sistem 

hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan birokrasi maupun 

pembagian kekuasaan antar lembaga hukum. Komponen struktur diibaratkan 

seperti “tulang belakang” yang menopang jalannya sistem hukum yang sifatnya 

permanen; 

b. Substansi hukum (legal substance), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem 

hukum berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-

keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang 

diatur oleh hukum; dan 

c. Budaya hukum (legal culture), yaitu berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat 

tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem 

hukum memperoleh tempatnya di masyarakat, dimana orang menerima hukum 

atau sebaliknya.
13

 

  

                                                           
12

  Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel 

Sage Foundation, 1987), hlm. 15. 
13

  Karakter apapun yang diberikan pada sistem hukum, ia akan memiliki fitur yang sama untuk 

setiap sistem atau proses. Selalu ada input bahan baku yang masuk di salah satu ujung sistem. 

Misalnya, BPN tidak akan mulai bekerja kecuali ada pengaduan sengketa tanah maupun 

pendaftaran tanah. 
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1.4.2.2. Teori Hukum Responsif 

 Terdapat terdapat 3 tipe hukum yaitu hukum represif, hukum otonom, dan 

hukum responsif yang dipahami sebagai tiga respon terhadap dilema yang ada antara 

integritas dan keterbukaan:  

1. Hukum represif, merupakan adaptasi pasif dan oportunistik dari institusi-institusi 

hukum terhadap lingkungan sosial dan politik; 

2. Hukum otonom, merupakan reaksi yang menentang terhadap keterbukaan yang 

serampangan. Kegiatan atau perhatian utamanya adalah bagaimana menjaga 

integritas institusional. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mengisolasi 

dirinya, mempersempit tangungjawabnya, dan menerima formalisme yang buta 

demi mencapai sebuah integritas; 

3. Hukum responsif, merupakan hukum yang menunjukkan suatu kapasitas 

beradaptasi yang bertanggungjawab, dan dengan demikian adaptasi yang selektif 

dan tidak serampangan. Suatu institusi yang responsif mempertahankan secara 

kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan 

keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan 

hal ini, hukum responsif memperkuat cara bagaimana keterbukaan dan integritas 

dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan di antara keduanya. 

Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber 

pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri. 

 

 



15 
 

Tabel 1. Tiga Tipe Hukum Menurut Teori Hukum Responsif.
14

 

 HUKUM REPRESIF HUKUM OTONOM HUKUM RESPONSIF 

TUJUAN HUKUM Ketertiban Legitimasi Kompetensi 

LEGITIMASI 
Ketahanan sosial dan 

tujuan negara 

Keadilan procedural Keadilan substantif 

PERATURAN 

Keras dan rinci, 

namun berlaku lemah 

terhadap pembuat 

hukum 

Luas dan rinci; mengikat 

penguasa maupun yang 

dikuasai 

Subordinat dari prinsip 

dan kebijaksanaan 

PERTIMBANGAN 

Ad hoc; memudahkan 

mencapai tujuan dan 

bersifat particular 

Sangat melekat pada 

otoritas legal; rentan 

terhadap formalism dan 

legalisme 

Purposif (berorientasi 

tujuan); perluasan 

kompetensi kognitif 

DISKRESI 
Sangat luas; 

oportunistik 

Dibatasi oleh peraturan; 

delegasi yang sempit 

Luas, tetapi tetap sesuai 

dengan tujuan 

PAKSAAN 

Ekstensif; dibatasi 

secara lemah 

Dikontrol oleh batasan-

batasan hukum 

Pencarian positif bagi 

berbagai alternatif, 

seperti insentif, sistem 

kewajiban yang mampu 

bertahan 

MORALITAS 

Moralitas komunal; 

moralisme hukum; 

“moralitas 

pembatasan” 

Moralitas kelembagaan; 

yakni dipenuhi dengan 

integritas proses hukum 

Moralitas sipil, 

“moralitas kerjasama” 

POLITIK 

Hukum subordinat 

terhadap politik 

kekuasaan 

Hukum “independen” dari 

politik; pemisahan 

kekuasaan 

Terintegrasinya aspirasi 

hukum dan politik; 

keterpaduan kekuasaan 

HARAPAN AKAN 

KETAATAN 

Tanpa syarat; 

ketidaktaatan dihukum 

sebagai 

pembangkangan 

Penyimpangan peraturan 

yang dibenarkan, 

misalnya untuk menguji 

validitas undang-undang 

atau perintah 

Pembangkangan dilihat 

dari aspek bahaya 

substantif; dipandang 

sebagai gugatan 

terhadap legitimasi 

PARTISIPASI 

Pasif; kritik dilihat 

sebagai ketidaksetiaan 

Akses dibatasi oleh 

prosedur baku; 

munculnya kritik atas 

hukum 

Akses diperbesar 

dengan integrasi 

advokasi hukum dan 

sosial 

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengintroduksi 3 (tiga) tipe birokrasi sebagai 

bentuk evolutif, yaitu pra birokratik (prebureaucratic), birokratik (bureaucratic) dan 

post birokratik (postbureaucratic). Ketiga perkembangan birokrasi tersebut berawal 

dari perkembangan tipe hukum dari hukum represif, hukum otonom dan hukum 

responsif. 

 

                                                           
14

  Philippe Nonet, Philip Selznick, Toward Responsive Law: Law and Society in Transition, (New 

York: Routledge, 2017), hlm. 16. 
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1.4.2.3. Teori Fungsi Hukum 

  Hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap 

berbagai kepentingan anggota masyarakat, yang berlaku baik jika tidak ada konflik 

maupun setelah ada konflik. Harry C. Bredemeier menyatakan “law as an integrative 

mechanism” (hukum sebagai sebuah mekanisme pengintegrasi). Kerangka yang 

digunakan oleh Bredemeier dalam membangun analisisnya tentang fungsi hukum 

sebagai mekanisme pengintegrasi, berasal dari analisisnya tentang fungsi hukum serta 

hubungannya dengan fungsi subsistem lain yang terdapat di masyarakat.
15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

  Awalnya, kerangka tersebut bersumber dari kerangka yang dibangun oleh Talcott Parsons dan 

rekan-rekannya. Dituliskan oleh Talcott Parsons dan Neil Joseph Smelser dalam buku berjudul 

“Economyc and Society” pada tahun 1956. Polstulat dalam kerangka tersebut, terdapat empat 

proses fungsi utama dalam suatu sistem sosial, meliputi adaptasi, pencapaian tujuan (goal 

pursuance), mempertahankan pola (pattern maintenance), dan integrasi. Parsons dan Smelser 

mengidentikkan adaptasi dengan proses ekonomi, pencapaian tujuan dengan proses politik, 

mempertahankan pola dengan sosialisasi, dan proses pengintegrasian identic dengan pola-pola 

kekeluargaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penyelesaian Sengketa Tanah 

2.1.1. Tanah dalam Perspektif Ilmu Hukum  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat beberapa pengertian 

tentang tanah, antara lain: (1) permukaan bumi atau lapisan bumi yg di atas sekali; (2) 

keadaan bumi di suatu tempat; (3) permukaan bumi yg diberi batas; (4) daratan; (5) 

permukaan bumi yang terbatas dan ditempati suatu bangsa di bawah pemerinthan 

suatu negara atau menjadi daerah dari suatu negara.16 Menurut Black’s Law Diction-

ary, tanah adalah: “An immovable and indestructible three-dimensional area 

consisting of a portion of the earth's surface, the space above and below the surface, 

and everything growing on or permanently affixed to it.” (Terjemahan: Sebuah area 

tiga dimensi yang tidak tergoyahkan dan tidak bisa dihancurkan yang terdiri dari 

sebagian permukaan bumi, ruang di atas dan di bawah permukaan, dan segala sesuatu 

yang tumbuh atau ditempelkan secara permanen padanya).17 

 Setiap orang mengetahui dan selalu melihat apa yang disebut dengan tanah. 

Namun pengertian tanah tidaklah sama antara disiplin ilmu yang satu dengan yang 

lain. Secara umum, tanah juga didefinisikan secara berbeda-beda oleh orang-orang. 

Misalnya, seorang petani mendifinisikan tanah sebagai lingkungan untuk bertempat 

tinggal dan sebagai sumber penghidupan, karena dengan tanah orang-orang bisa 

tinggal dan hidup dengan menanam serta memungut hasilnya sebagai bahan makanan 

                                                           
16

  Dendi Sugono, et al, Op. Cit. hlm 1433. 
17

  Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary: Ninth Edition, (St. Paul, MN: West, 2009), hlm. 955. 
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maupun bahan dagangan, baik itu dimakan sendiri maupun dijual untuk memenuhi 

kebutuhan yang lain. Sedangkan seorang pengusaha kerajinan dari tanah, 

mendifinisikan tanah sebagai bahan baku produksi untuk pengembangan usaha-usaha 

kerajinan dari tanah, khususnya tanah liat yang lekat. 

 Menurut perspektif ilmu hukum, tanah dipelajari dalam konteks Hukum 

Agraria. Hukum Agraria dalam arti luas mengatur tentang bumi, air, ruang angkasa, 

termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan hukum agraria dalam 

arti sempit mengatur tentang tanah saja, karena di Indonesia sebutan agraria di 

lingkungan Administrasi Pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian 

maupun non-pertanian. Hukum Agraria di lingkungan Administrasi Pemerintahan 

dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan 

hukum bagi penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan. Maka 

perangkat hukum tersebut merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara.18 

 Kata “agraria” diadopsi dari berbagai bahasa yang serupa di dunia. Dalam 

bahasa Latin kata “ager” berarti tanah atau ladang19, dalam Bahasa Belanda kata “ak-

ker” berarti lapangan, dan kata “agrarius” berarti perladangan, persawahan, 

pertanian, sedangkan dalam bahasa Inggris, kata “agrarian” berarti usaha pertanian, 

lahan garapan atau budidaya lahan.20 Kata “tanah” merupakan kata yang multitafsir, 

maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa kata 

tersebut digunakan. Dalam hukum pertanahan, kata tanah dipakai dalam arti yuridis 

                                                           
18

  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi 2008, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 5. 
19

  B.J. Marwoto, Kamus Latin Populer, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 3. 
20

  Boedi Harsono, Loc. Cit. 
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sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).21 

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, dinyatakan bahwa ditentukan adanya macam-macam 

hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dimiliki oleh 

orang-orang.22 Dengan demikian, pengertian tanah secara yuridis adalah permukaan 

bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi 

yang berbatasan, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.23 

 Konstitusi Indonesia telah mengatur tentang penguasaan tanah oleh negara, 

dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
24

 Kemudian atas 

dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, peraturan tentang pertanahan di 

Indonesia dikukuhkan dalam UUPA, sekaligus mencabut: 

1. Agrarische Wet (Staatsblad 1870 Nomor 55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 

“Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie” (Staatsblad 1925 Nomor 447) 

dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu; 

2. a. Domein Verklaring tersebut dalam pasal 1 Agrarisch Besluit (Staatsblad 

 1870 Nomor 118); 

 b. Algemene Domein Verklaring tersebut dalam Staatsblad 1875 Nomor 

 119A; 

                                                           
21

  Ibid. hlm. 18. 
22

  Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 
23

  Boedi Harsono, Loc. Cit. 
24

  Lihat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 
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 c. Domein Verklaring untuk Sumatera tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874 

Nomor 94f; 

 d. Domein verklaring untuk keresidenan Menado tersebut dalam pasal 1 dari 

Staatsblad 1877 Nomor 55; 

 e. Domein Verklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo 

tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 Nomor 58; 

3.  Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 Nomor 29 (Staatsblad 1872 Nomor 117) 

dan peraturan pelaksanaannya; 

4.  Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang 

mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali 

ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai 

berlakunya Undang-undang ini. 

 

2.1.2. Pengertian Sengketa 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sengketa adalah sesuatu 

yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, dan 

perselisihan.25 Menurut Black’s Law Dictionary, sengketa adalah: “A conflict or 

controversy, especially one that has given rise to a particular lawsuit.” (Terjemahan: 

Konflik atau kontroversi, khususnya yang telah memunculkan gugatan tertentu.26 

Sengketa merupakan pertentangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang 

membentuk pertentangan antara orang-orang atau kelompok-kelompok terhadap 

                                                           
25

  Dendi Sugono, et al, Op. Cit., hlm. 1315. 
26

  Bryan A. Garner, Op. Cit., hlm. 540. 
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suatu objek permasalahan.
27

 Sedangkan konflik merupakan suatu pertentangan, 

perselisihan, atau percekcokan. Kata ini menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi 

antara dua orang atau lebih. Sengketa terjadi karena adanya perselisihan atau 

pertentangan. Perselisihan sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada salah satu pihak yang 

merasa dirugikan oleh pihak lain. Perbedaan reaksi dari pihak satu dan pihak kedua 

tersebut menunjukkan perbedaan pendapat atau nilai-nilai, yang kemudian 

menimbulkan terjadinya sengketa.
28

 

 Berdasarkan dimensi dampak, konflik memiliki dampak yang lebih luas bila 

dibandingkan dengan istilah sengketa. Konflik pertanahan yang sudah dan sedang 

berlangsung dan mungkin tetap akan berlangsung bila tidak dicarikan jalan keluarnya 

yang obyektif, maka akan selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan 

diselesaikan. Terjadinya konflik tertentu dipengaruhi oleh serangkaian keadaan yang 

tidak dapat diprediksi, juga oleh kompleksitas yang timbul dari serangkaian masalah 

dan hubungan yang berbeda.
29

 Menurut Nader dan Todd, konflik merupakan 

perselisihan antar dua pihak atau lebih yang bersifat terbuka dan penyelesaiannya 

melibatkan tiga pihak. Konflik dalam suatu masyarakat mengalami proses pra konflik 

yang ditandai dengan keluhan dan cenderung mengarah pada konfrontasi, meningkat 

                                                           
27

  Hardi Munte, Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada, (Medan: Puspantara, 2017), 

hlm. 40. 
28

  Hardi Munte, Loc. Cit. 
29

  Ho-Won Jeong, Understanding Conflict and Conflict Analysis, (London: SAGE, 2008), hlm. 117. 
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eskalasinya menjadi situasi konflik berupa reaksi negatif dan permusuhan, kemudian 

meningkat ke arena publik perselisihannya.
30

 

 Menurut teori konflik, konflik berasal dari pertentangan kelas antara 

kelompok tertindas dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada perubahan 

sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa 

konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam 

semua perubahan sosial. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa semua perubahan sosial 

merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Ia yakin bahwa konflik dan 

pertentangan selalu ada dalam masyarakat. Menurut pandangannya, prinsip dasar 

teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat dalam struktur 

masyarakat.
31

  Dengan mendefinisikan konflik, memungkinkan reformulasi yang 

bermanfaat, yang membuat pertimbangan masalah menjadi jelas.
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

  Nader L dan Todd H.F, The Disputing Process Law in Ten Societies, (New York: Columbia 

University Press, 1978), hlm. 14-15. 
31

  Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, (Bandung: Setia Purna 

Inves, 2007), hlm. 57-59. 
32

  Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society, (California: Stanford University 

Press, 1959), hlm. 135. 
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Gambar 2. Peta Konflik Ralf Dahrendorf
33
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 Menurut Coser, definisi konflik adalah: “Conflict involve struggles between 

two or more people over values, or competition for status, power, or scarce 

resources”. (Terjemahan: Konflik melibatkan pergulatan antara dua orang atau lebih 

atas nilai-nilai, atau persaingan untuk status, kekuasaan, atau sumber daya yang 

langka). Jika konflik itu telah nyata, maka hal itu disebut dengan sengketa. Dampak 

                                                           
33

  Teori konflik Ralf Dahrendorf menjadi dasar studi tanah Eigendom Verponding. Baginya, 

klasifikasi kelas sosial tidak lagi hanya didasarkan pada kepemilikan, tetapi juga pada hubungan 

kekuasaan. Dalam hal ini, ada tiga konsep penting: kekuasaan, kepentingan, dan kelompok sosial. 

Dalam teori konflik, Dahrendorf menganggap bahwa secara empiris, bentrokan kelompok 

mungkin paling mudah untuk dianalisis bila dipandang sebagai kontradiksi dengan ligitimisasi 

hubungan kekuasaan. Dalam teori kontrak sosial Jacques Rousseau, meskipun pada prinsipnya 

manusia setara, tetapi alam, fisik dan moral menciptakan ketidaksetaraan. Timbul hak istimewa 

tertentu yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, karena mereka lebih kaya, lebih dihormati, lebih 

kuat, dan sebagainya. Organisasi sosial digunakan untuk meningkatkan kekuasaan dan menekan 

orang lain. Pada gilirannya, kecenderungan itu mengarah pada satu kekuatan. Untuk menghindari 

dari kondisi istimewa menekan orang lain yang menyebabkan tidak dapat ditoleransi dan tidak 

stabil, masyarakat menandatangani Kontrak Sosial, yang dibentuk oleh kehendak bebas semua 

orang, untuk menegakkan keadilan dan pemenuhan moralitas tertinggi. Kontrak sosial itu di 

antaranya pembentukan peraturan perundang-undangan. 
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sosial dari konflik adalah terjadinya kerenggangan sosial masyarakat, termasuk 

hambatan bagi terciptanya kerjasama di antara mereka.
34

 

 Jean Jacques Rousseau dalam bukunya yang fenomenal berjudul Du Contract 

Sosial, mengatakan bahwa manusia menciptakan negara dan wilayah yang 

mendukung mereka, sehingga tercipta hubungan yang adil, dengan tercukupinya 

kebutuhan penduduk akan tanah. Dalam proporsi ini terletak kekuatan maksimal dari 

jumlah penduduk yang ada, karena jika terdapat lebih banyak tanah, akan ada beban 

dalam menjaganya, dan tanah yang digarap secara tidak sesuai, akan menimbulkan 

perang untuk mempertahankannya. Sebaliknya, jika garapan tanah kurang produksi 

dari yang dibutuhkan negara, maka negara akan bergantung pada negara tetangga 

untuk memenuhi kebutuhannya. Keadaan ini menimbulkan perang antar negara untuk 

memperebutkan hasil produksi. Negara dengan kebiasaan seperti ini, akan terus 

bernafsu menaklukkan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya 

konflik dengan skala lebih besar terus terjadi.
35

 

 

2.1.3. Memahami Sengketa Tanah 

 Sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, 

badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Dalam Permen Penyelesaian 

Kasus Pertanahan, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, 

atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan 

                                                           
34

  Maria S.W. Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 2-3. 
35

  Jean Jacques Rousseau, Du Contract Sosial, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan judul 

The Social Contract, or Principles of Political Rights oleh G. D. H. Cole dan diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Indonesia oleh Vincent Bero, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 82. 
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ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Kasus 

pertanahan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, antara lain36: 

1. Sengketa Tanah, adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan 

hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas; 

2. Konflik Tanah, adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, ke-

lompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai 

kecenderungan atau sudah berdampak luas; 

3. Perkara Tanah, adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan 

penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. 
 

Tipologi sengketa pertanahan di BPN: 

1. Serobot tanah; 

2. Sengketa batas;  

3. Sengketa waris; 

4. Jual berkali-kali; 

5. Sertipikat Ganda; 

6. Sertipikat Pengganti; 

7. AJB Palsu; 

8. Salah Ukur; 

9. Tumpang tindih; 

10. Putusan Pengadilan. 

 Tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secara garis besar meliputi lima 

kelompok, antara lain: 

                                                           
36

  Lihat Pasal 1 Permen Penyelesaian Kasus Pertanahan. 
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1. kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, 

kehutanan, dan lainnya; 

2. kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform; 

3. kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk pembangunan; 

4. sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; 

5. sengketa berkenaan dengan tanah ulayat. 

 Tipologi sengketa pertanahan yang ditangani BPN dapat dikelompokkan 

menjadi 9 (Sembilan) atau 8 (delapan), dan dalam Konsorsium Pembaruan Agraria 

(KPA), pola sengketa pertanahan dibagi menjadi 7 (tujuh).
37

 Menurut Mudjiono, 

faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah antara lain
38

:  

1. peraturan yang belum lengkap;  

2. ketidaksesuaian peraturan;  

3. pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutu-han dan jumlah tanah 

yang tersedia;  

4. data yang kurang akurat dan kurang lengkap;  

5. data tanah yang keliru;  

6. keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;  

7. transaksi tanah yang keliru; dan  

8. adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih 

kewenangan. 
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 Maria S.W. Sumarjono, Loc. Cit. 
38

  Mudjiono, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia melalui Revitalisasi 

Fungsi Badan Peradilan”, Jurnal Hukum Vol. 14 No. 3, 14 Juli 2007, (Yogyakarta: FH UII, 

2007), hlm. 464. 
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 Sengketa tanah bisa terjadi antara orang asing dan warga asli Indonesia. 

Dalam rangka meningkatkan penanaman modal, terbuka kemungkinan pemberian 

Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dalam ketentuan 

peraturannya dibatasai jangka waktu berlakunya sekitar 30-35 tahun, dengan 

kemungkinan diperpanjang maksimal 20-25 tahun. Arus globalisasi tidak mungkin 

dicegah, yang perlu diusahakan adalah tersedianya perangkat hukum yang dapat 

melindungi “rakyat kecil”, yang memungkinkan dimanfaatkannya kelebihan pihak 

asing tersebut bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Manfaat 

tersebut harus diberikan terutama kepada petani sebagai golongan terbesar rakyat 

Indonesia yang pada kenyataannnya kedudukannya masih lemah, terutama dalam 

menghadapi pihak luar.
39

 

 UUPA dalam Pasal 3 mengisyaratkan pengakuan hak ulayat sebagai hak 

penguasaan tertinggi atas tanah yang merupakan wilayah suatu masyarakat hukum 

adat, sepanjang pada kenyataannya masyarakat hukum adat tersebut masih eksis. 

UUPA tidak mengatur dan menentukan kriteria bagi masih adanya hak ulayat. Hak 

ulayat dibiarkan diatur oleh hukum adat masing-masing. Masyarakat hukum adat 

berhak mengambil serta memanfaatkan hasil hutan termasuk wilayah ulayatnya. Juga 

orang luar (orang bukan masyarakat hukum adat) diperbolehkan membuka dan 

menggunakan sebagian tanah ulayat milik masyarakat hukum adat. Hal ini membuka 

peluang terjadinya konflik pertanahan. Untuk itu diperlukan izin penguasaan adat 

                                                           
39

  Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional: Perkembangan Pemikiran & 

Hasilnya sampai menjelang Kelahiran UUPA tanggal 24 September 2007, (Jakarta: Universitas 

Trisakti, 2007), hlm. 16. 
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masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan pembayaran yang disebut 

recoqnitie. Penguasaan tanahnya hanya dalam jangka waktu tertentu dan terbatas.
40

 

 

2.1.4. Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia 

 Secara teoritis apabila suatu kasus pertanahan belum sampai ke lembaga 

peradilan (meja hijau), maka kasusnya masih dalam kategori sengketa tanah. Artinya, 

yang dimaksudkan dengan sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan yang masih 

bisa diselesaikan melalui jalur non-litigasi, sedangkan konflik tanah dan perkara 

tanah diselesaikan melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa tanah, merupakan 

upaya untuk menyelesaikan perselisihan pertanahan. Dalam penyelesaian sengketa 

tanah di Indonesia, terdapat dua pilihan jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui 

jalur non litigasi (tidak melalui peradilan) dan jalur litigasi (melalui peradilan). Para 

pencari keadilan menilai jalur non litigasi lebih efektif dan efisien dalam 

menyelesaikan sengketa pertanahan, karena biayanya lebih murah dan waktu yang 

relatif lebih cepat, serta dapat memberikan win-win solution
41

 bagi para pihak yang 

bersengketa dibandingkan jalur litigasi. 

                                                           
40

  Ibid., hlm. 56-58. 
41

  Menurut Bevan Alexander, upaya untuk mencapai win-win solution ditentukan oleh beberapa 

faktor: (1) proses pendekatan yang objektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima para 

pihak dan memberikan hasil saling menguntungkan, dengan catatan bahwa pendekatan itu harus 

menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik, bukan kedudukan para pihak. 

Jika kepentingan menjadi fokusnya, maka para pihak akan lebih terbuka untuk berbagai 

kepentingan. Sebaliknya, jika penitikneratannya pada kedudukan, maka para pihak akan lebih 

menutup diri karena menyangkut harga diri mereka; (2) kemampuan yang seimbang dalam proses 

negosiasi/musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar menawar menyebabkan adanya penekanan 

oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. Dalam Maria S.W. Sumardjono, Op. Cit, hlm. 

4-5. 
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 Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang 

penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:  

1. Bertanding (contending), yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai 

oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya;  

2. Mengalah (yielding), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima 

kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan; 

3. Pemecahan masalah (problem solving), yaitu mencari alternatif yang memuaskan 

kedua belah pihak; 

4. Menarik diri (with drawing), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa secara 

fisik maupun psikologis; 

5. Diam (in action), yaitu memilih untuk tidak melakukan apapun.
42

 

 

2.1.4.1. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi 

 Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang 

dilakukan dengan melalui lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa litigasi dapat 

dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk 

menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan.43 Dalam hal penyelesaian 

sengketa tanah melalui jalur litigasi, lembaga peradilan yang berwenang adalah: 

 

 

 

                                                           
42

  Dean G Pruitt, Z. Rubin, Konflik Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 4-6. 
43

  Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta: Visi Media, 

2011), hlm. 10. 
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1.  Peradilan Umum 

Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan pada umumnya.44 Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di 

tingkat pertama.45 Penyelesaian sengketa tanah melalui Peradilan Umum, dil-

akukan apabila menyangkut sengketa hak atas tanah.46 

2.  Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.47 

PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa 

Tata Usaha Negara di tingkat pertama.48 Penyelesaian sengketa tanah melalui 

PTUN, dilakukan apabila menyangkut sengketa terhadap Keputusan Kepala BPN, 

misalnya penerbitan sertipikat tanah.49 

 Penyelesaian sengketa melalui pengadilan saat ini tidak populer di kalangan 

pencari keadilan, sebab biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan 

melelahkan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (tingkat banding), 

bahkan mungkin sampai pada tingkat Mahkamah Agung (tingkat kasasi). Hal ini 

sudah tentu juga membutuhkan biaya yang relatif besar, bahkan selama berjalannya 

                                                           
44

  Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 
45

  Ibid., Pasal 50. 
46

  Sugianto, Leliya, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Sebuah Analisis dalam 

Presfektip Hukum dan Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2017), hlm. 75. 
47

  Lihat Pasal 4 UU Peradilan Umum. 
48

  Lihat Pasal 50 UU Peradilan Umum. 
49

  Sugianto, Leliya, Loc. Cit. 
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proses peradilan, dapat mengganggu hubungan di antara pihak-pihak yang 

bersengketa.
50

 

 

2.1.4.2. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Non Litigasi 

 Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa 

di luar lembaga peradilan. Dalam hal penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non 

litigasi, bisa diselesaikan melalui BPN atau dengan adanya negosiasi di luar peradilan 

yang biasa disebut ADR (Alternative Dispute Resolution). Menurut Cochrane, yang 

mengontrol hubungan-hubungan sosial adalah masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa 

pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang aktif menemukan, memilih, dan 

menentukan penyelesaian hukumnya sendiri.51 

1. Penyelesaian Sengketa Melalui BPN 

a. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Inisiatif Kementerian 

Penyelesaian sengketa berdasarkan inisiatif Kementerian, diawali dengan 

pelaksanaan pemantauan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kanwil 

Pertanahan atau Dirjen, terhadap sengketa tanah di suatu daerah yang beritanya 

sampai ke BPN baik melalui laporan masyarakat maupun berita yang tersebar. 

Setelah dilakukan pemantauan, Kepala Kantor Pertanahan membuat laporan hasil 

pemantauan dan diserahkan kepada Kepala Kanwil Pertanahan dan ditembuskan 

kepada Menteri. Laporan dibuat secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali. 

                                                           
50

  Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, (Jakarta: Chandra, 2000), hlm. 103. 
51

  Riska Fitriani, “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak”, 

Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1, (Riau: Universitas Riau, 2012), hlm. 2-3.  
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Selanjutnya apabila terdapat indikasi-indikasi bahwa sengketa perlu untuk 

ditindaklanjuti, maka Menteri atau Kepala Kanwil Pertanahan memerintahkan 

Kepala Kantor Pertanahan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. 

 b. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Pengaduan Masyarakat 

Gambar 3. Alur Proses Pengelolaan Pengaduan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pengaduan Masyarakat 

Penyelesaian sengketa berdasarkan pengaduan masyarakat, diawali dengan 

masuknya pengaduan dari masyarakat ke BPN mengenai sengketa tanah yang 

dialaminya. Pengaduan tersebut bisa disampaikan secara tertulis melalui loket 

pengaduan, maupun melalui website Kementerian. Pengaduan yang masuk 

berupa berkas-berkas data yuridis dan data fisik tanah yang bersangkutan, 

identitas dan rincian sengketa atau uraian singkat kasus, serta bukti-bukti yang 

bisa menguatkan. Berkas pengaduan kemudian diperiksa untuk memastikan 
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kelengkapannya, apakah berkas tersebut memenuhi persyaratan untuk 

ditindaklanjuti atau tidak memenuhi syarat. Apabila memenuhi syarat maka 

diteruskan, apabila tidak memenuhi syarat maka berkas pengaduan 

dikembalikan kepada pengadu. Apabila berkas memenuhi syarat, maka 

diteruskan kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani Sengketa, 

Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan, dan pengadu diberikan Surat 

Tanda Penerimaan Pengaduan sebagai tanda sengketa dapat ditindaklanjuti oleh 

BPN. Setelah pejabat yang bertanggungjawab menangani sengketa menerima 

berkas pengaduan, pengaduan tersebut diadministrasikan dalam Register 

Penerimaan Pengaduan, dan setiap perkembangan sengketa dicatat dalam 

register tersebut. Pencatatan perkembangan sengketa di Register disertai dengan 

lampiran bukti perkembangan sengketa dan dilakukan pengadministrasian data 

melalui sistem informasi sengketa yang terintegrasi dengan Kanwil Pertanahan 

dan Kementeri. Perkembangan dilaporkan kepada Kepala Kanwil Pertanahan 

dan ditembuskan kepada Menteri setiap 4 (empat) bulan sekali. 

2) Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Berdasarkan hasil pemantauan pengaduan yang telah diadministrasikan, pejabat 

yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa melakukan pengumpulan 

data. Data yang dikumpulkan berupa:  

a) data yuridis dan data fisik tanah yang bersangkutan; 
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b) putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara RI, 

Kejaksaan RI, KPK atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh lembaga atau 

instansi penegak hukum; 

c) data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;  

d) data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk 

persoalan sengketa; dan/atau  

e) keterangan saksi apabila diperlukan.  

Pejabat yang bertanggungjawab menangani sengketa melakukan selanjutnya 

memvalidasi data, yaitu mencocokan data dengan dokumen aslinya, dan 

meminta keterangan dari saksi, kemudian dituangkan dalam Berita Acara. 

3) Pelaksanaan Analisis 

Setelah pengumpulan data, pejabat yang bertanggungjawab menangani 

sengketa melakukan analisis untuk mengetahui apakah pengaduan tersebut 

merupakan kewenangan Kementerian, atau bukan merupakan kewenangan 

Kementerian. Sengketa yang menjadi kewenangan Kementerian meliputi: 

a) kesalahan dalam pengukuran, pemetaan/perhitungan luas;  

b) kesalahan dalam pendaftaran penegasan/pengakuan hak atas tanah bekas 

milik adat; 

c) kesalahan dalam proses penetapan/pendaftaran hak tanah;  

d) kesalahan dalam penetapan tanah terlantar;  

e) tumpang tindih hak/sertipikat hak atas tanah, yang salah satu alas haknya 

terdapat kesalahan; 
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f) kesalahan dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah;  

g) kesalahan dalam penerbitan sertipikat pengganti;  

h) kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;  

i) kesalahan dalam pemberian izin;  

j) penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau  

k) kesalahan lainnya dalam implementasi peraturan perundang-undangan.  

Sedangkan sengketa yang bukan merupakan kewenangan Kementerian, 

diselesaikan melalui mediasi atau diserahkan kepada para pihak. Apabila 

sengketa merupakan kewenangan Kementerian, pejabat yang bertanggungjawab 

dalam menangani sengketa, melaporkan hasil pengumpulan data dan hasil 

analisis kepada Kepala Kantor Pertanahan. Apabila sengketa bukan merupakan 

kewenangan Kementerian, maka pejabat yang bertanggungjawab dalam 

menangani sengketa menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada pengadu, 

yang memuat pernyataan bahwa sengketa diserahkan kepada pengadu. 

Kementerian juga dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi mediasi 

terhadap para pihak. 

4) Penyelesaian Sengketa yang Merupakan Kewenangan Kementerian 

Tahap selanjutnya dari penyelesaian sengketa yang merupakan kewenangan 

Kementerian, yaitu Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan hasil 

pengumpulan data dan analisis kepada:  
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a) Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan pemberian hak, 

konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang menjadi 

objek Sengketa dan Konflik diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; atau  

b) Menteri, dalam hal:  

i. keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/ pengakuan, pembatalan 

hak atas tanah atau penetapan tanah terlantar yang menjadi objek 

sengketa dan konflik diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atau 

Menteri; dan/atau  

ii. sengketa termasuk dalam karakteristik tertentu (masalah strategis, 

melibatkan banyak pihak, dan lain sebagainya). 

Setelah menerima hasil pengumpulan data dan hasil analisis Kepala Kanwil 

Pertanahan atau Menteri memerintahkan pejabat yang bertanggungjawab dalam 

menangani sengketa untuk menindaklanjuti proses penyelesaiannya, dan bisa 

dibentuk Tim Penyelesaian Sengketa apabila diperlukan. 

5) Pengkajian dan Pemeriksaan Lapangan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis, pejabat yang 

bertanggungjawab dalam menangani sengketa melakukan pengkajian. 

Pengkajian dilakukan untuk mengetahui pokok masalah, penyebab terjadinya, 

potensi dampak, alternatif penyelesaian dan rekomendasi penyelesaian 

sengketa. Pengkajian dilakukan terhadap kronologi sengketa, data yuridis dan 

data fisik maupun data pendukung lainnya. Dalam melakukan pengkajian, 

dilaksanakan juga pemeriksaan lapangan untuk meneliti kesesuaian data dengan 
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kondisi di lapangan, mencari keterangan saksi, meneliti batas bidang tanah, 

gambar ukur, peta bidang tanah, gambar situasi atau surat ukur, peta rencana 

tata ruang, dan kegiatan lainnya yang diperlukan, kemudian dibuatkan Berita 

Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan. 

6) Paparan  

Berdasarkan hasil pengkajian dan hasil pemeriksaan lapangan dapat dilakukan 

Paparan. Paparan bertujuan untuk meminta pendapat dari stakeholder yaitu 

masyarakat, penggiat agrarian, pegawai BPN, akademisi, dan yang terkait 

lainnya. Paparan dilakukan apabila sengketa tergolong strategis atau berpotensi 

konflik. Kemudian hasil paparan dicatat dalan Notulen Paparan dan 

ditandatangani oleh Pimpinan Paparan dan Notulis. 

7) Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan  

Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa membuat Laporan 

Penyelesaian Kasus Pertanahan. Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan 

merupakan rangkuman hasil kegiatan penyelesaian sengketa. Laporan 

Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan satu kesatuan dengan Berkas 

Penyelesaian Sengketa yang dimulai dari Pengaduan, Pengumpulan data, 

Analisis, Pengkajian, Pemeriksaan Lapangan, dan Paparan. Pejabat yang 

bertanggungjawab dalam menangani sengketa, menyampaikan Laporan 

Penyelesaian Kasus Pertanahan kepada Kepala Kanwil Pertanahan atau 

Menteri. 
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8) Penyelesaian  

Setelah menerima Laporan Penyelesaian Sengketa, Kepala Kanwil Pertanahan 

atau Menteri menyelesaikan sengketa dengan menerbitkan:  

a) Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah;  

b) Keputusan Pembatalan Sertipikat;  

c) Keputusan Perubahan Data pada Sertipikat, Surat Ukur, Buku Tanah 

dan/atau Daftar Umum lainnya; atau  

d) Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi. 

9) Mediasi  

Mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi 

kebaikan semua pihak apabila para pihak sepakat untuk melakukan mediasi. 

Mediasi dilakukan untuk menjamin transparansi serta ketajaman analisis 

masalah, mengambil keputusan yang objektif, menampung semua informasi 

dari para pihak, meminimalisir gugatan ke pengadilan atas putusan sengketa 

yang diterbitkan, menyelesaikan sengketa secara musyawarah mufakat. Peserta 

mediasi terdiri dari tim pengolah, pejabat Kementerian, Kanwil Pertanahan, dan 

Kantor Pertanahan, mediator, pihak yang bersengketa, pakar agraria atau yang 

terkait dengan sengketa, dan lainnya yang diperlukan. Pelaksanaan mediasi 

dicatat dan dibuatkan Berita Acara Mediasi. Apabila mediasi menemukan 

kesepakatan, dibuat Perjanjian Perdamaian berdasarkan berita acara mediasi 

yang mengikat para pihak. Perjanjian Perdamaian didaftarkan pada 
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Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 

Apabila salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi, maka mediasi batal 

karena sudah 3 (tiga) kali tidak memenuhi undangan atau telah melampaui 

waktu, dan Kepala Kantor Pertanahan membuat surat pemberitahuan kepada 

pihak pengadu bahwa pengaduan atau mediasi telah selesai disertai dengan 

penjelasan.  

2. Penyelesaian Sengketa Melalui ADR 

 Sejarah panjang perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (dalam 

bahasa Inggris disebut Alternative Dispute Resolution atau ADR) telah dibahas secara 

komprehensif dalam buku “A History of Alternative Dispute Resolution: The Story of 

a Political, Cultural, and Social Movement” oleh Jerome T. Barrett. Dalam buku 

tersebut dikemukakan bahwa bentuk paling dasar dari ADR adalah negosiasi. Pada 

intinya, dua orang hanya berbicara tentang masalah dan berusaha mencapai resolusi 

yang bisa diterima oleh keduanya. Diikuti mediasi yang dimulai ketika dua negosiator 

menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan, dan menerima intervensi orang 

ketiga dalam proses ini.
52

 ADR dianggap sebagai metode baru untuk menyelesaikan 

perselisihan secara damai dan musyawarah. Padahal, dalam sejarah peradaban 

manusia, ADR telah lama memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa 

pada masyarakat hukum adat di seluruh dunia, namun sebutan untuk ADR belum 

dikenal pada masa itu. 
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  Jerome T. Barrett, Op. Cit., hlm. 53. 
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 Negosiasi dapat didefinisikan sebagai komunikasi bolak-balik yang dirancang 

untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih dengan beberapa 

kepentingan yang mungkin bertentangan atau hanya berbeda. Dengan demikian, 

negosiasi adalah salah satu bentuk interaksi yang paling mendasar, serta untuk 

pemecahan masalah dan penyelesaian sengketa. Itu bisa saja verbal atau nonverbal, 

eksplisit atau implisit, langsung atau melalui perantara, lisan atau tertulis, tatap muka, 

atau melalui surat atau email.
53

 

 Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga 

alternatif penyelesaian sengketa (khususnya pertanahan) di luar pengadilan. 

Pembentukan arbitran pertanahan dimaksudkan lebih mengarah pada fungsinya untuk 

meredam sengketa yang terjadi seputar perbedaan persepsi dan ekspektasi antara 

pemegang hak atas tanah dan pihak lain yang memerlukan tanah tersebut dengan 

penghargaan terhadap hak atas tanah. Gagasan pembentukan arbitran pertanahan 

muncul sebagai alternatif atas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang 

kurang efektif dan efisien, serta biaya mahal dan proses yang rumit. 

 Mediasi berasal dari bahasa Inggris (mediation) yaitu penyelesaian sengketa 

yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Christopher W. Moore 

mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa, bukan 

merupakan bagian kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga tidak 

berwenang untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa, tetapi hanya 

membantu secara sukarela untuk mencapai kesepakatan. Pada prinsipnya mediasi 
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merupakan perundingan di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral. 

Sistem mediasi dinilai efektif dalam menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima 

kedua belah pihak guna mengakhiri sengketa. Selain itu, sifatnya rahasia 

(confidential) atau tidak dipublikasikan dan hanya boleh diketahui oleh kedua belah 

pihak dan mediator. 

 Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan 

pihak ketiga untuk diikutsertakan daam penyelesaian sengketa, yaitu seperti seorang 

profesional atau ahli. Meskipun konsiliator mempunyai hak dan kewenangan untuk 

menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak, konsiliator tidak 

berhak membuat keputusan dalam suatu sengketa untuk dan atas nama para pihak. 

Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi akan ditentukan sepenuhnya oleh para 

pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara para 

pihak.
 54

 

 

2.2. Maladministrasi 

2.2.1. Memahami Maladministrasi 

 Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui 

wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 

wewenang tersebut termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan 

pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi 
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masyarakat dan orang perseorangan.55 Secara etimologis, kata “maladministrasi” 

diambil dari bahasa Latin yaitu malum yang artinya iblis atau sesuatu yang buruk, 

sedangkan administrare yang artinya melayani. Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan 

administrasi sebagai keseluruhan pengelolaan atau kontrol dari sebuah organisasi.
56

 

Kata “maladministrasi” dipakai untuk menyebutkan pelayanan administrasi publik 

yang buruk.
57

  

 Maladministrasi merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan 

kerugian, namun maladministrasi bukanlah suatu tindak pidana. Terdapat berbagai 

aspek yang membedakan maladministrasi dengan tindak pidana. Aspek-aspek 

tersebut antara lain dapat dilihat dari pelaku, akibat hukum, mekanisme penyelesaian, 

sanksi, dan pihak yang berwenang menanganinya. Maladministrasi adalah kinerja 

sistemik disfungsional yang dapat diperbaiki. Maladministrasi menimbulkan berbagai 

implikasi negatif, diantaranya: 

1. menghasilkan sistem administrasi yang kehilangan kepercayaan publik; 

2. jauh dari ekspektasi pelayanan yang baik dan cepat; 

3. gagal mencapai tujuan dan sasaran; 

4. membuang terlalu banyak uang orang lain, dan  

5. membahayakan hidup atau berperilaku opresif, acuh tak acuh, eksploitatif, kejam 

dan tidak bermoral terhadap mereka yang seharusnya mereka bantu dan layani. 
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 Dahulu, maladministrasi sebagai kinerja disfungsional sistemik atau tindakan 

yang merusak moralitas dan nilai-nilai pelayanan publik, seringkali hanya dikaitkan 

dengan kurangnya integritas pribadi. Solusinya adalah memiliki orang-orang yang 

berintegritas dan jujur. Sayangnya, kematian menyebabkan penggantian jabatan. 

Sementara mereka yang menggantikan, integritas dan kejujurannya di bawah pejabat 

sebelumnya. Orang yang berintegritas hanyalah bagian dari solusi. Selain itu, 

pengaturan yang salah, lembaga, sistem, organisasi, proses dan prosedur yang buruk 

menjadi permasalahan. Untuk administrasi yang busuk ini, diterapkan istilah biro-

patologi, yaitu penyakit biro atau organisasi yang cukup besar.
58

 

 

2.2.2. Penyebab dan Bentuk Maladministrasi 

 Menurut Hendra Nurtjahjo dalam bukunya yang berjudul “Memahami 

Maladministrasi”, terdapat beberapa sebab dan bentuk maladministrasi, di antaranya: 

1. Penyebab Terjadinya Maladministrasi 

 Menurut Hendra Nurtjahjo dalam bukunya “Memahami Maladministrasi”, 

penyebab terjadinya maladministrasi antara lain: 

a. melakukan sesuatu demi kepentingan lain yang bertentangan dengan 

kepentingan kantor; 

b. perbuatan tidak jujur dalam pelayanan publik; 

c. kebijakan yang dibuat, tidak diimplementasikan dengan baik dan benar, bahkan 

tidak dilaksanakan; 
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d. penyakit-penyakit birokrasi, yang meliputi: 

1) pembiaran terhadap suatu kasus; 

2) pelayanan yang rumit, padahal bisa diselesaikan dengan mudah; 

3) perkataan yang tidak konsisten atau tidak tepat dengan janji yang dibuat; 

4) terlalu kaku dalam membaca peraturan, tidak progresif dalam melihat 

situasi; 

5) kecenderungan mendekati atasan demi keuntungan pribadi dengan 

mengabaikan kepentingan pelayanan publik; 

6) terlalu banyak jumlah staf yang tidak bekerja, artinya tidak efisien; 

7) boros dalam menggunakan barang habis pakai di kantor seperti kertas; 

8) pengelolaan keuangan yang buruk. 

2. Bentuk-bentuk Maladministrasi Secara Umum 

a. tidak jujur; 

b. tidak beretika; 

c. mengabaikan ketentuan hukum; 

d. bertindak melanggar prosedur untuk kepentingan sekelompok orang; 

e. keberpihakan; 

f. berlaku tidak adil; 

g. memboroskan keuangan; 

h. tidak mengakui kesalahan.
59
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2.3. Ombudsman 

2.3.1. Sejarah Singkat Perkembangan Ombudsman 

 International Bar Association (IBA) mendefinisikan “Ombudsman” sebagai, 

kantor yang didirikan oleh Konstitusi atau undang-undang. Ombudsman dipimpin 

oleh pejabat publik yang independen, tingkat tinggi, yang bertanggung jawab kepada 

legislatif atau parlemen, yang menerima pengaduan dari orang yang dirugikan 

pemerintah, pejabat, dan memiliki kekuatan untuk menyelidiki dan 

merekomendasikan tindakan serta masalah korektif laporan.
60

 

 Menurut Black’s Law Dictionary, Ombudsman adalah: “An official 

appelayananted to receive, investigate, and report on private citizens' complaints 

about the government” (Terjemahan: Seorang pejabat yang ditunjuk untuk menerima, 

menyelidiki, dan melaporkan secara pribadi keluhan warga tentang pemerintah).61 

Negara pertama yang memiliki kantor Ombudsman adalah Swedia. Orang Swedia 

Parlemen memilih Ombudsman pertama pada 1809. Perannya adalah untuk 

mengawasi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan oleh semua pejabat dan 

hakim.
62

 Lebih dari seabad kemudian, penunjukan Ombudsman Denmark mendorong 

minat di negara-negara lain. Selandia Baru menunjuk Ombudsman pada tahun 1962. 

Kanada dan Australia didirikan Kantor Ombudsman pada 1960-an dan 1970-an. 

Sejak saat itu Kantor Ombudsman telah didirikan di lebih dari 80 negara. Namun, 

Swedia bukan negara pertama yang membangun sistem pengawasan seperti 
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Ombudsman. Pada zaman Romawi, terdapat institusi Tribunal Plebis yang fungsinya 

mirip dengan Ombudsman, yaitu melindungi hak masyarakat yang lemah dan 

penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan. Model yang demikian juga dapat 

dijumpai pada Kekaisaran Cina Dinasty Tsin tahun 221 SM.
63

  

 Sistem pengaduan seperti Ombudsman, sebenarnya pertama kali dikenal pada 

masa Kekalifahan Islam. Menurut Dean M. Gottehrer (mantan Presiden Asosiasi 

Ombudsman Amerika Serikat), pada dasarnya Ombudsman berakar dari prinsip-

prinsip keadilan yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem 

ketatanegaraan Islam, bisa dilihat pada masa Kalifah Umar Bin Khatab (634 – 644). 

Pada masa itu, beliau memposisikan diri sebagai Muhtasib (orang yang menerima 

keluhan dan juga mediator dalam penyelesaian perselisihan antar masyarakat dengan 

pejabat pemerintah). Tugas sebagai Muhtasib dilakukan secara langsung oleh Umar 

Bin Khatab dengan cara langsung mendengarkan keluhan dari rakyat.
64

 Umar bin 

Khatab kemudian membentuk lembaga Qadi Al Quadat (Ketua Hakim Agung) 

dengan tugas khusus melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang 

dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah.
65

 

 Ide pembentukan Ombudsman datang dari Keputusan Raja Charles XII 

(1697-1718) dengan membentuk Office of The King’s Highest Ombudsman. 

Keputusan Raja Charles XII ini terpengaruh oleh sistem Turkish Office of Chief 

Justice (Chief Justice). Pada sistem ketatanegaraan Turki, Chief Justice sangat 
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berperan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara guna menjamin 

ditaatinya hukum Islam oleh seluruh penyelenggara negara, termasuk Sultan sebagai 

pemimpin tertinggi.  

 Chief Justice di Turki juga bertugas melindungi hak-hak rakyat yang 

diperlakukan tidak adil oleh penguasa. Keberadaan Chief Justice berpengaruh 

terhadap penegakan hukum dalam sistem ketatanegaraan Turki, mekanisme chek and 

balance seperti ini yang mengilhami Raja Charles XII membentuk Hights 

Ombudsman di Swedia. Pembentukan Hights Ombudsman oleh Raja Charles XII 

dapat dinilai sebagai kerelaan Raja membuka ruang pengawasan oleh masyarakat 

terhadap jalannya roda pemeritahan, serta Raja itu sendiri rela diawasi oleh 

masyarakat.
66

 

 Setelah Raja Charles wafat, Hights Ombudsman, berganti nama menjadi the 

Offce of Chancellor of Justice (Chancellor of Justice), yang dipilih oleh Tuan Tanah 

(Estate), yang kemudian selanjutnya berubah dipilih oleh Parlemen, yang bertugas 

antara lain menjamin hak-hak publik, perlidungan individu, serta mengawasi ketaatan 

hakim dan pejabat negera ter-hadap hukum, mencegah dan menindak 

maladministrasi. Pada tahun 1809 Swedia secara resmi mencantumkan Ombudsman 

Parlementer dalam Konstitusi. Kewenangan Ombudsman ini antara lain memiliki 

kewenangan penuntutan terhadap tindakan maladministrasi (malfeasance) yang 

dilakukan oleh hakim dan pejabat negara lainnya. Pada tahun 1915 dibentuk 

Ombudsman Militer, kemudian pada tahun 1968 Ombudsman Parlementer dan 

Militer digabung menjadi satu. 
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 Pada mulanya institusi Ombudsman dikenal di Swedia, dan baru satu setengah 

abad belakangan ini di sistem Ombudsman menyebar ke berbagai penjuru dunia. 

Ombudsman Parlementer kedua dibentuk tahun 1919 di Finlandia, dan tahun 1955 di 

Denmark. Sistem Ombudsman telah mencantumkan institusi Ombudsman ke dalam 

konstitusinya. Berdasarkan beberapa aspek, Ombudsman dapat dibagi menjadi 

beberapa jenis. Dari kurun waktu pembentukannya, dapat dibedakan menjadi 

Ombudsman Klasik dan Ombudsman Modern. Ombudsman Klasik dapat ditelusuri 

sejak pertama kali Raja Charles XII membentuk Highest Ombudsman, Chief Justice 

di Turki dan Qadi Al Quadat zaman Umar Bin Kha-tab. Ombudsman Modern berdiri 

sejak tahun 1953 di Denmark dan 1962 di New Zealand. Ombudsman Parlementer di 

Swedia dikategorikan sebagai Ombudsman Modern.
67

 

 Apabila dilihat dari mandat dan mekanisme pertanggungjawabannya, 

dibedakan menjadi dua jenis, yakni pertama, Ombudsman Parlementer, yakni 

Ombudsman yang dipilih oleh Parlemen, dan bertanggung jawab (laporan) ke-pada 

Parlemen. Contohnya Swedia, Finlandia, dan Denmark; dan kedua, Ombudsman 

Ekse-kutif, yakni yang dipilih oleh presiden, Perdana Menteri, atau Kepala Daerah. 

Contohnya Indonesia dan Australia. 

 

2.3.2. Perkembangan Ombudsman di Indonesia 

 Fondasi sejarah dibentuknya Kantor Tinggi Ombudsman oleh King Charles 

XII, mempengaruhi Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang 
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menanggung beban krisis ekonomi, semrautnya pelayanan publik, kebobrokan 

birokrasi, serta korupsi yang merajalela di negara saat itu. Hasil inisiatif Presiden 

Abdurrahman Wahid berdiskusi dengan Jaksa Agung Marzuki Darusman dan 

Antonius Sujata (mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus), melalui 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional 

(Kepres KON) pada 10 Maret tahun 2000, terbentuklah Komisi Ombudsman 

Nasional (KON).  

 Antonius Sujata pada masa itu diangkat menjadi Ketua KON. Terdapat 3 

pokok gagasan pembentukan KON. Pertama, melalui peran serta masyarakat untuk 

melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, 

bersih, transparan dan bebas KKN. Kedua, pemberdayaan pengawasan oleh 

masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupkan implementasi demokratisasi 

yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, 

wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisasi. Ketiga, dalam 

penyelenggaraan negara khususnya oleh pemerintahan wajib memberikan pelayanan 

dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk 

lembaga peradilan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk 

menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Sejak diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU ORI), 

Ombudsman yang semula berbentuk komisi, menjadi lembaga negara. Tidak hanya 

itu, kelembagaan Ombudsman diperkuat lagi dengan terbitnya UU Pelayanan Publik 

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 

Pemerintahan Daerah). 
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 Fondasi sejarah sebagai landasan pembentukan lembaga independen ini san-

gat disadari oleh kalangan insan Ombudsman Indonesia. Aktivitas utama ORI adalah 

menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait maladministrasi dalam 

pelayanan publik yang diselenggarakan penyelenggara negara dan pemerintahan. 

Konsekuensi, setiap insan Ombudsman wajib memiliki jiwa melayani dan peduli 

akan masalah yang dialami masyarakat. Diperkuatnya kelembagaan Ombudsman dari 

KON menjadi ORI, mempengaruhi kekuataan lembaga yang saat ini telah memiliki 

kantor perwakilan seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Saldi Isra, di bawah Kepres 

KON, fungsi KON hanya sebagai pengaruh (magistrature of influence) bukan 

pemberi sanksi (magistrature of sanction). KON tidak dibekali atau tidak membekali 

diri dengan instrumen pemaksa (legally binding/subpoena power). Walaupun dalam 

beberapa penanganan laporan pengaruh Ombudsman tetap sangat kuat. Menurut Prof. 

Saldi Isra, hal tersebut karena figur Ombudsman saat era KON memiliki track record 

yang baik sehingga benar-benar dapat dipercaya integritas, kredibilitas dan 

kapabilitasnya. 

 Rekomendasi Ombudsman saat KON tidak mengikat, namun bukan berarti 

dapat diabaikan begitu saja oleh penyelenggara negara yang dilaporkan. Ombudsman 

memiliki mekanisme pelaporan kepada DPR RI. Untuk laporan-laporan yang signif-

ikan dan krusial, melalui mekanisme yang ada, DPR RI juga dapat memanggil pe-

jabat publik atas tindakan pengabaikan terhadap eksistensi dan rekomendasi Om-

budsman. Di bawah UU ORI, rekomendasi Ombudsman dalam menjalankan tugas 

dan kewenangannya, bersifat wajib. Artinya, setiap instansi yang menjadi pihak 

terlapor, wajib menjalankan rekomendasi Ombudsman. Jika rekomendasi tidak 
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dijalankan, selain dikenakan sanksi administratif, juga merupakan bentuk 

pelanggaran hukum. Bahkan beberapa pengamat hukum menilai, bila pengabaian 

aturan di dalam undang-undang dilakukan Presiden sekalipun, maka dapat dilakukan 

impeachment atau pemakzulan, karena telah melanggar sumpah jabatannya dimana 

inti sumpah Presiden dalam UUD 1945 adalah menjalankan ketentuan Undang-

Undang dengan sebaik-baiknya. 

 Terkait penanganan laporan juga terdapat perubahan yang fundamental karena 

Ombudsman diberi kewenangan besar dan memiliki subpoena power, rekomendasi 

mengikat, investigasi, serta sanksi pidana bagi pihak yang menghalangi Ombudsman 

ketika proses penyelesaian laporan masyarakat. ORI menjelma menjadi harapan 

masyarakat yang menjadi korban maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. Tidak sedikit masyarakat yang mengeluh ke kantor Ombudsman dengan me-

nangis harus menceritakan kronologi masalah yang dialaminya. Tidak berlebihan, 

persoalan pelayanan publik bukan masalah yang ringan, ia dapat menyangkut hajat 

hidup orang banyak, keadilan, bahkan masa depan. Masyarakat yang mengalaminya 

terkadang terbentur dalam penyelesaian, tidak tahu kemana akan mengadu. Beban 

masalah makin menumpuk tatkala pejabat atau institusi yang dianggap menjadi tem-

pat untuk menyelesaikan masalah justru mengabaikan, sulit ditemui, mengintimidasi, 

terlebih lagi mendapatkan masalah baru.  

 Eksistensi ORI selama 18 tahun, menjadikannya bagian penting dalam 

ketatanegaraan Indonesia. Meningkatnya kepercayaan ditandai dengan jumlah serta 

kualitas pengaduan dari masyarakat. Saat kondisi pelayanan publik telah membaik, 

lumrah masyarakat menginginkan yang lebih baik lagi. Karena pelayanan publik pada 
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hakikatnya merupakan kewajiban dari pemerintah sebagai penguasa dan penikmat 

fasilitas negara kepada masyarakat yang sejatinya adalah pemilik negara. Selain itu 

luasnya dimensi pelayanan publik tidak mungkin dijalani secara eksklusif oleh 

Ombudsman. Butuh partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawasi serta 

memperbaiki pelayanan publik. Sinergitas bersama stakeholder lain juga tidak kalah 

penting untuk mempermudah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang 

lebih baik.68 

 

2.3.3. Ombudsman Republik Indonesia 

 Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsman, adalah 

lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik di Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara 

dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara 

(BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan 

pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daearah (APBD). Ketentuan mengenai Ombudsman diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 

(UU ORI).69 
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 Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya didasarkan pada 

asas kepatutan, keadilan, non diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseim-

bangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara 

Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah di negara 

Republik Indonesia. Ombudsman dapat mendirikan perwakilannya di tiap-tiap 

provinsi dan/atau kabupaten/kota. Ombudsman berfungsi untuk mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara 

dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan 

BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 

Ombudsman memiliki tugas: 

1. menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik; 

2. melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; 

3. menindaklanjuti laporan dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman; 

4. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 

5. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga 

pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; 

6. membangun jaringan kerja; 

7. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik; dan 

8. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 
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Gambar 4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Republik Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia. 

Gambar 5. Alur Penyelesaian Laporan/Pengaduan 
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2.3.4. Perwakilan Ombudsman 

 Perwakilan Ombudsman adalah kantor Ombudsman di provinsi atau kabu-

paten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman.70 Perwakilan 

Ombudsman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 dan Pasal 43 UU ORI, 

mempunyai kedudukan yang strategis dalam membantu atau mempermudah akses 

masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari Ombudsman Republik Indonesia. Bagi 

Ombudsman Republik Indonesia sendiri, pendirian Perwakilan Ombudsman juga 

dapat lebih mempermudah pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya ke seluruh 

wilayah negara Indonesia karena Perwakilan Ombudsman merupakan perpanjangan 

tangan dari Ombudsman Republik Indonesia. Selain UU ORI, UU Pelayanan Publik 

juga mengamanatkan keberadaan Perwakilan Ombudsman di provinsi dan/atau 

kabupaten/kota. Fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan Ombudsman di daerah 

tidak hanya terbatas pada penanganan maladministrasi, melainkan juga penanganan 

penyelenggaraan pelayanan publik bidang pelayanan jasa dan pelayanan barang. 

 Pembentukan Perwakilan Ombudsman didasarkan pada studi kelayakan yang 

dilaksanakan oleh Ombudsman dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, 

ketersediaan sumber daya, efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja. 

Dengan demikian, tidak serta merta pendirian Perwakilan Ombudsman dilaksanakan 

di seluruh provinsi atau kabupaten/kota, melainkan didasarkan pada kebutuhan 

masyarakat. Kebutuhan masyarakat dalam PP Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja 

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah ini, tidak hanya diartikan 

                                                           
70

  Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, 

Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah. 



56 
 

berasal dari masyarakat, melainkan juga karena pertimbangan Ombudsman Republik 

Indonesia atas dasar studi kelayakan dan pemetaan yang dilakukan oleh Ombudsman 

Republik Indonesia.  

 Pada dasarnya ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan 

Ombudsman adalah mutatis mutandis dengan Ombudsman Republik Indonesia, 

dalam arti dibatasi sehingga tidak sama dengan fungsi, tugas, dan wewenang 

Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 43 UU ORI 

yang menyatakan bahwa “mutatis mutandis” adalah ketentuan mengenai fungsi, 

tugas, dan wewenang Ombudsman yang berlaku bagi Ombudsman juga berlaku bagi 

Perwakilan Ombudsman dengan melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Dalam 

PP Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik 

Indonesia di Daerah ini juga diatur mengenai syarat untuk menjadi Kepala 

Perwakilan Ombudsman, karena Kepala Perwakilan adalah cerminan dari 

Ombudsman Republik Indonesia. Pengangkatan Kepala Perwakilan merupakan 

kewenangan Ketua Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan rapat pleno Ang-

gota Ombudsman Republik Indonesia. Kepala Perwakilan dalam menjalankan fungsi, 

tugas, dan wewenangnya dibantu oleh asisten Ombudsman. Pengangkatan asisten 

Ombudsman ini didasarkan pada Peraturan Ombudsman yang ada. Selain itu, di Per-

wakilan Ombudsman, Sekretaris Jenderal Ombudsman dapat menugaskan pegawai 

negeri sipil.71 

 

 

                                                           
71

  Ibid. 
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2.4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  

2.4.1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang 

 Ditetapkannya pembentukan kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-

2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara), perlu ditetapkan 

Peraturan Presiden tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian 

ATR). Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Perpres Kementerian ATR), Kementerian 

ATR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Ke-

menterian ATR menyelenggarakan fungsi:  

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infra-

struktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, pe-

nataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan 

penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan 

ruang, dan tanah; 

2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ATR; 

3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Ke-

menterian ATR; 

4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian ATR; 
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5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian 

ATR di daerah; dan 

6. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan Kementerian ATR.72 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR, terdiri atas: 

1. Sekretariat Jenderal; 

2. Direktorat Jenderal Tata Ruang; 

3. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan; 

4. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan; 

5. Direktorat Jenderal Penataan Agraria; 

6. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah; 

7. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah; 

8. Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan 

Tanah; 

9. Inspektorat Jenderal; 

10. Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah; 

11. Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan; dan 

12. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan.73 

 

 

                                                           
72

  Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang. 
73

  Lihat Pasal 4 Perpres Kementerian ATR. 
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2.4.2. Badan Pertanahan Nasional 

 Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disingkat BPN, adalah Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. Guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di 

bidang pertanahan, maka dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja BPN 

yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional. BPN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dipimpin 

oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Susunan unit 

organisasi Eselon I BPN, menggunakan susunan organisasi Eselon I pada 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang tugas dan fungsinya bersesuaian. Untuk 

menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di 

provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota yang Tugas, fungsi, susunan 

organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan ditetapkan 

oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 

Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi: 

1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 

2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan 

pemetaan; 

3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendafta-

ran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; 
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4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pen-

gendalian kebijakan pertanahan; 

5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah; 

6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan 

sengketa dan perkara pertanahan; 

7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; 

8. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi 

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN; 

9. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan 

dan informasi di bidang pertanahan; 

10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan 

11. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.74 

 

2.4.2.1. Kantor Wilayah Pertanahan 

 Kantor Wilayah Pertanahan selanjutnya disebut Kanwil Pertanahan 

merupakan instansi vertikal Kementerian ATR/BPN di provinsi yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ATR/Ka. BPN. Kanwil Pertanahan 

dipimpin oleh seorang Kepala.75 Kanwil Pertanahan bertugas melaksanakan sebagian 

                                                           
74

  Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional. 
75

  Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. 
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tugas dan fungsi BPN dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.76 Dalam 

melaksanakan tugasnya, Kanwil Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 

1. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan 

anggaran kanwil dan kantor pertanahan di wilayahnya; 

2. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan, 

penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, penataan 

pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa 

dan perkara; 

3. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan; 

4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di kanwil 

dan kantor pertanahan; dan 

5. pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kanwil dan 

pengoordinasian tugas dan pembinaan administrasi pada Kantah.77 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Pertanahan, terdiri atas: 

1. Bagian Tata Usaha; 

2. Bidang Infrastruktur Pertanahan; 

3. Bidang Hubungan Hukum Pertanahan; 

4. Bidang Penataan Pertanahan; 

5. Bidang Pengadaan Tanah; dan 

6. Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.78 

 

                                                           
76

  Lihat Pasal 2 Permen SOTK Kanwil BPN dan Kantah. 
77

  Lihat Pasal 3 Permen SOTK Kanwil BPN dan Kantah. 
78

  Lihat Pasal 4 Permen SOTK Kanwil BPN dan Kantah. 
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2.4.2.2. Kantor Pertanahan 

 Kantor pertanahan merupakan instansi vertikal Kementerian ATR/BPN di 

kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 

ATR/Kepala BPN melalui Kepala Kanwil BPN. Kantor pertanahan dipimpin oleh 

seorang Kepala.79 Kantor pertanahan bertugas melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi BPN di kabupaten/kota yang bersangkutan.80 Dalam melaksanakan tugasnya, 

Kantor pertanahan menyelenggarakan fungsi: 

1. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; 

2. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan; 

3. pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan 

masyarakat; 

4. pelaksanaan penataan pertanahan; 

5. pelaksanaan pengadaan tanah; 

6. pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara 

pertanahan; dan 

7. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi 

kantor pertanahan.81 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor pertanahan, terdiri atas: 

1. Subbagian Tata Usaha; 

2. Seksi Infrastruktur Pertanahan; 

3. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan; 

                                                           
79

  Lihat Pasal 29 Permen SOTK Kanwil BPN dan Kantah. 
80

  Lihat Pasal 30 Permen SOTK Kanwil BPN dan Kantah. 
81

  Lihat Pasal 31 Permen SOTK Kanwil BPN dan Kantah. 
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4. Seksi Penataan Pertanahan; 

5. Seksi Pengadaan Tanah; dan 

6. Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.
82

 

Tabel 2. Daftar Nama dan Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Provinsi Lampung
83

 

No. Kantor Pertanahan Provinsi Lampung 

1 Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

2 Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan 

3 Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah 

4 Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Utara 

5 Kabupaten Tulang Bawang 

Kabupaten Tulang Bawang 

Kabupaten Mesuji 

Kabupaten Tulang Bawang 

Barat 

6 Kabupaten Tanggamus Kabupaten Tanggamus 

7 Kabupaten Pringsewu Kabupaten Pringsewu 

8 Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur 

9 Kota Metro Kota Metro 

10 Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pesawaran 

11 

Kabupaten Lampung Barat 

 

 

 

Kabupaten Lampung Barat 

Kabupaten Pesisir Barat 

12 Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82

  Lihat Pasal 32 Permen SOTK Kanwil BPN dan Kantah. 
83

  Lampiran I Permen SOTK Kanwil BPN dan Kantah. 
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2.4.3. Sejarah Kementerian ATR/BPN 

 Awal kemerdekaan, landasan hukum pertanahan masih menggunakan produk 

hukum warisan kolonial Belanda. Melalui Departemen Dalam Negeri, pemerintah 

berupaya membenahi dan menyempurnakan landasan hukum pengelolaan pertanahan. 

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
84

, menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia dalam 

melaksanakan unifikasi Hukum Agraria Nasional.
85

 Berdasarkan Penetapan Presiden 

Nomor 16 Tahun 1948, dibentuk Panitia Agraria Yogyakarta. Pada tahun 1951 

pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1951 yang menjadi 

dasar terbentuknya Panitia Agraria Jakarta sekaligus membubarkan Panitia Agraria 

Yogyakarta.  

 Pemerintah selanjutnya membentuk Kementerian Agraria yang berdiri sendiri 

dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1955 dalam mempersiapkan 

pembentukkan perundang-undangan agrarian nasional. Pada tahun 1956 berdasarkan 

Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1956, dibentuklah Panitia Negara Urusan Agraria 

Yogyakarta sekaligus membubarkan Panitia Agraria Jakarta. Pada 1 Juni 1957, 

Panitia Negara Urusan Agraria telah selesai menyusun draf rancangan Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA). Bersamaan peristiwa itu, diterbitkan Keputusan 

Presiden No. 190 Tahun 1957 yang mengambil alih urusan pendaftaran tanah, yang 

sebelumnya masuk dalam Kementerian Kehakiman. Tahun 1958 Panitia Negara 

                                                           
84

  Lihat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat”. 
85

  Muchsin, Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah, (Bandung: Refika Aditama, 

2014), hlm. 39. 
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Urusan Agraria dibubarkan, dan pada tanggal 24 April 1958 rancangan UUPA 

diajukan kepada DPR. UU Nomor 7 Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas dan 

Wewenang Agraria menjadi landasan pengalihan tugas dan wewenang dari Menteri 

Dalam Negeri kepada Menteri Agrarian serta para pejabat agraria di daerah. 

 Tahun 1960 merupakan titik tolak reformasi hukum agraria nasional, yaitu 

pada tanggal 25 September 1960 dengan disahkannya UUPA. Kemudian UUPA 

menjadi landasan hukum pertanahan nasional yang bersumber dari hukum adat, dan 

menghapus Agraisch Wet serta mengakhiri dualisme hukum agraria di Indonesia. 

Pada tahun 1964, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 

Tahun 1964 mengenai penetapan tugas, susunan, dan pimpinan Departemen Agraria. 

 Diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 88 Tahun 1972 tentang 

Penyatuan Instansi Agraria di Daerah, menjadikan instansi agraria di daerah 

disatukan menjadi satu wadah pimpinan. Di tingkat provinsi dibentuk Kantor 

Direktorat Agraria Provinsi yang bertanggung jawab kepada gubernur, dan di 

kabupaten/kotamadya dibentuk Kantor Subdirektorat Agria Kabupaten/Kotamadya 

bertanggung jawab kepada bupati/walikota. 

 Adanya kebutuhan, penguasaan, dan penggunaan tanah pada umumnya dan 

untuk kepentingan pembangunan dirasakan semakin meningkat. Dengan 

meningkatnya kebutuhan-kebutuhan tersebut, meningkat pula permasalahan yang 

timbul di bidang pertanahan. Maka pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden No. 

26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan pertanahan secara tuntas. Kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat 
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Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, ditingkatkan menjadi suatu lembaga 

yang menangani bidang pertanahan secara nasional yaitu BPN.
86

  

 Berdasarkan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 1993, tugas Kepala BPN 

dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu 

orang Menteri Negara Agraria/Ka. BPN. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor 

Menteri Negara Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat 

koordinasi, sedangkan BPN lebih berkonsentrasi pada tugas yang bersifat 

operasional. Pada 1994, Menteri Negara Agraria/Ka. BPN menerbitkan Keputusan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1994 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Kantor Menteri Negara Agraria. 

 Pada periode ini BPN beberapa kali mengalami perubahan struktur organisasi. 

Keputusan Presiden No. 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional 

mengubah struktur organisasi eselon satu di BPN. Namun yang lebih mendasar 

adalah Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Di Bidang Pertanahan. Kemudian disusul terbitnya Keputusan Presiden No. 103 

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, 

Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Keputusan Presiden No. 

34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, memposisikan 

BPN sebagai lembaga yang bertanggungjawab menangani kebijakan nasional di 

bidang pertanahan. 

 Tahun 1999 terbit Keputusan Presiden No. 154 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988. Kepala BPN dirangkap oleh 

                                                           
86

  Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. 
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Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan pengelolaan pertanahan 

sehari-harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Tanggal 11 

April 2006 terbit Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan 

Pertanahan Nasional yang menguatkan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, di 

mana tugas yang diemban BPN RI juga menjadi semakin luas. BPN RI bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden, dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam rangka menjalankan tugas 

dan fungsinya di daerah, BPN membentuk Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi yang 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia.
87

 

 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang 

ditetapkan pada 21 Januari 2015. Sampai saat ini Kementerian ATR/BPN masih 

menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agraria/pertanahan dan tata ruang.
88
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https://www.atrbpn.go.id/Tentang-Kami/Sejarah


71 
 

2.5. Instrumen Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara 

2.5.1. Penegakan Hukum 

 Menurut P. Nicolai: “De bestuursrechtelijke handhavings-middelen omvatten; 

1) het toezich dat bestuursorganen kunnen uitofenen op de naleving van de bij of 

krachtens de wet gestelde voorschriften en van de bij besluit individueel opgeledge 

verplichtingen, en; 2) de toepassing van bestuursrechtelijke sanctie bevogdheden” 

(Terjemahan: sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi; 1) pengawasan 

bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang 

meletakkan kewajiban kepada individu; dan 2) penerapan kewenangan sanksi 

pemerintah.
89

 Menurut J.B.J.M. ten Berge, penegakan hukum dalam Hukum 

Administrasi Negara meliputi pengawasan sebagai tindakan preventif dan penegakan 

sanksi sebagai tindakan represif.
90

  

 Penegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan 

dan penerapan sanksi. Pengawasan dimaksudkan agar pemerintah bertindak sesuai 

dengan norma-norma hukum yang berlaku dan juga dalam rangka memberikan 

perlindungan hukum bagi rakyat. Sedangkan sanksi merupakan dimaksudkan untuk 

mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi pelanggaran hukum.
91

 

Penerapan sanksi merupakan penerapan kewenangan pemerintah yang berasal dari 
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  P. Nicolai, et al, Bestuursrecht, (Amsterdam, 1994), hlm. 469. 
90

  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 296. 
91

  J.B.J.M. ten Berge berpendapat bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum dalam 

Hukum Administrasi Negara yang biasanya diletakkan pada bagian akhir dari suatu peraturan 

hukum sebagai paksaan terhadap tingkah laku para warga atau diibaratkan sebagai racun yang 

terdapat di ujung (in cauda venenum), dalam J.B.J.M. ten Berge, Bescherming Tegen Overheid, 

(Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995), hlm. 390. 
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hukum tertulis maupun tidak tertulis.
92

 Dikenal 2 (dua) sanksi dalam Hukum 

Administrasi Negara, yaitu sanksi reparatoir yang ditujukan untuk mengembalikan 

keadaan ke kondisi semula, dan sanksi punitif yang ditujukan untuk memberikan 

hukuman atau efek jera kepada seseorang. 

   

2.5.2. Perlindungan Hukum 

 Hukum diciptakan sebagai instrumen pengatur kehidupan rakyat juga sebagai 

instrumen perlindungan hukum bagi rakyat. Fungsi hukum dalam perlindungan 

hukum ini ditujukan untuk menciptakan keharmonisan suasana dalam hubungan 

hukum antara pemerintah dan masyarakat. Dalam buku L.J. van Apeldoorn dikatakan 

bahwa: “Doel van het recht is een vreedzame ordening van samenleving. Het recht 

will de vrede den vrede, onder de mensen bewaart het recht door bepalde menselijke 

belangen (mareriele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen 

benaling te beschermen” (Terjemahan: tujuan hukum adalah untuk mengatur 

masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian, perdamaian di antara 

manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan 

manusia tertentu (baik material maupun ideal), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta 

benda, dan sebagainya dari sesuatu yang merugikannya).
93

 

 Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, dapat melakukan perbuatan hukum 

publik dan perbuatan hukum perdata. Artinya pemerintah dapat memposisikan 

dirinya menjadi pejabat publik (ambtsdrager) dan dapat menjadi wakil dari badan 
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  P. de Haan, et al, Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat, (Deventer: Kluwer, 1986), hlm. 96. 
93

  L.J. van Apeldoorn, Inleiding tot de Studie van het Netherlandse Recht, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk 

 Willink, 1966), hlm. 9-10. 



73 
 

hukum publik (publiek rehctpersoon, public legal entity). Dalam melakukan 

perbuatan hukumnya, pemerintah dapat menimbulkan peluang munculnya kerugian 

terhadap hak-hak rakyat atau warga negara. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan 

hukum bagi rakyat untuk melindungi hak-haknya. Menurut F.H. Van Der Burg: “De 

mogelijkheden van rehctsbescherming zijn van belang wanneer de overhead iets heft 

gedaan of nagelaten of voornemens is bepaalde handelingen te verrichten en bepalde 

personen of groepen zich daardoor gegriefd achten” (Terjemahan: kemungkinan 

untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud 

untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh 

karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar hak orang atau kelompok tertentu).
94

 

 Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum 

preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan 

untuk memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) 

sebelum suatu keputusan pemerintah definitif sekaligus mendorong pemerintah untuk 

lebih hati-hati dalam menggunakan diskresinya. Sedangkan perlindungan hukum 

represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum yang telah terjadi pada 

masyarakat. Sebagai contoh perlindungan hukum represif yaitu penyelesaian sengketa 

dan komplain terhadap tindakan maladministrasi. 

 

2.5.3. Pertanggungjawaban Pemerintah 

 Setiap perbuatan pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas. Dalam 

melaksanakan kewenangannya, pemerintah berkewajiban bertanggungjawab terhadap 
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  F.H. van Der Burg, et al, Rechtsbescherming Tegen de Overheid, (Nijmegen, 1985), hlm. 2. 
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dampak yang ditimbulkan dari tindkannya. Tanggungjawab yang dipikul pemerintah 

itu tergantung pada jenis kewenangannya, apakah kewenangan atribusi, delegasi, 

ataupun mandat. Berdasarkan ajaran tentang perwakilan dari Frederik Robert 

Bothlink, pejabat yang bertindak sesuai dengan kewenangan yang melekat pada 

jabatan adalah pejabat yang mewakili jabatan, sedangkan bejabat yang bertindak 

tidak sesuai dengan kewenangan itu tidak disebut sebagai pejabat yang mewakili 

jabatan.
95

 

 Menurut Kranenburg dan Vegting, terdapat 2 (dua) teori tentang 

pertanggungjawaban pejabat: 

1.  Teori fautes personalles: teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak 

ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya telah menimbulkan 

kerugian; 

2.  Teori fautes de service: teori yang menyatakanbahwa kerugian terhadap pihak 

ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan.
96

 

Dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kerugian yang menimpa pihak lain, maka 

semestinya tidak dibebankan kepada pejabat, namun kepada instansi publik tempat 

pejabat tersebut berada. Demikian pula dalam hal pejabat melakukan kesalahan atau 

kekeliruan dalam menerbitkan KTUN, hal itu dikarenakan pejabat yang bersangkutan 

menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Sebagai pribadi, pejabat tidak bisa 
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  Frederik Robert Bothlink, het Leerstuk der Vertegenwiirdiging en zijn Toepassing op 

Ambtsdragers in Nederland en in Indonesie, (Juridische Boekhandel en Uitgevenrij A. Jongbloed 

& Zoon’s-Gravenhage, 1954), hlm. 52. 
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  Kranenburg, Vegting, Inleiding in het Nederlands Administratief Recht (terjemahan), 

(Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada, 1958), hlm. 171. 
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mengeluarkan KTUN, tapi jabatannya yang bisa mengeluarkan KTUN sehingga 

apabila terjadi kesalahan semesteinya instansi yang bertanggungjawab.
97

 

 

2.5.4. Diskresi (Freies Ermessen) 

 Kewenangan mengeluarkan kebijakan tidak terlepas dari kewenangan bebas 

(vrije bevoegdheid) dari pemerintah yang disebut dengan diskresi atau freies 

ermessen. Diskresi didefinisikan sebagai sarana administrasi negara untuk melakukan 

tindakan tanpa harus sepenuhnya terikat pada peraturan perundang-undangan. Hal ini 

bukan semata-mata untuk bertindak sewenang-wenang, melainkan untuk tercapainya 

efektivitas suatu tujuan pemerintah dalam mengatur masyarakat. Menurut Laica 

Marzuki, diskresi merupakan kebebasan tata usaha negara dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan meningkatnya tuntutan 

pelayanan publik untuk menunjang kehidupan sosial ekonomi warga yang semakin 

kompleks.
98

 

 Pada praktiknya, diskresi dilakukan oleh pemerintah dalam hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Terdapat masalah mendesak yang belum diatur tata caranya dalam peraturan 

perundang-undangan; 
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  Ridwan HR, Op. Cit., hlm. 348. 
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 Laica Marzuki, Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana 

Hukum Pemerintah, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi 

Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, (Ujung Pandang,1996), hlm. 7. 
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b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu masalah, telah 

memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk menjalankan peraturan 

perundang-undangan tersebut; 

c. Adanya delegasi dari pemerintah yang lebih tinggi untuk memberikan 

kebebasan bagi pemerintah di bawahnya untuk mengatur sendiri 

kewenangannya.
99

 

Meskipun diskresi memiliki kekuatan untuk menentukan kewenangan, tetap harus 

ada batasan dalam penggunaannya, di antaranya: 

a. Penggunaan diskresi tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum 

positif yang berlaku maupun AUPB; 

b. Penggunaan diskresi hanya untuk mencapai kepentingan umum.
100

 

 Menurut Sjachran Basah, pelaksanaan diskresi harus dapat 

dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Secara moral kepada manusia dan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai kebenaran dan keadilan harus dapat 

dipertanggungjawabkan, pemerintah harus menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusia serta tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional yang tingkatnya lebih 

tinggi. Pada tingkat bawah, pemerintah tidak boleh melanggar hak dan kewajiban 

asasi warga negara yang diatur dalam UUD 1945.
101
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

 Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum terapan untuk 

kebutuhan praktis, yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. 

Ketidakterpaduan antara pelayanan penyelesaian sengketa tanah di BPN dalam 

Permen Penyelesaian Kasus Pertanahan, dengan kenyataan terjadinya 

maladministrasi dalam pelayanan tersebut, menimbulkan urgensi hukum, sehingga 

perlu diteliti guna menjawab permasalahan yang ada. 

 Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan 

Perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).
102

 Pendekatan Perundang-undangan, 

digunakan dalam penelitian ini karena sudah terdapat aturan perundang-undangan 

yang dapat dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukumnya. Peraturan 

perundang-undangan yang dominan dipakai dalam penelitian ini antara lain: 

1. UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 

2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 

4. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan  

5. Permen ATR/Ka. BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus 

Pertanahan.  
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  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93. 
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Oleh karena itu, yang perlu ditelaah dalam penelitian hukum ini yaitu dasar ontologis 

lahirnya perundang-undangan, landasan filosofis perundang-undangan, dan ratio 

legis dari ketentuan perundang-undangan. 

 Pendekatan Kasus, digunakan dalam penelitian ini sebagai isu hukum yang 

akan diuji dengan teori hukum, sehingga bisa ditemukan penyelesaian kasus 

hukumnya dengan perspektif teoritis, dan hipotesis. Perspektif teoritis dan hipotesis 

akan menghasilkan suatu konsep berpikir hukum yang progresif, sehingga tidak 

terpaku pada dogmatika hukum yang kurang efektif dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum. 

 Pendekatan Konseptual, digunakan dalam penelitian ini karena peneliti 

berupaya menyajikan suatu konsep penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien 

serta model perkembangan birokrasi organisasi. Berbicara pada tataran teoritis, 

peneliti juga berpegang pada prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin para sarjana 

hukum, serta mengelaborasikan teori-teori hukum yang berkembang di dalam Ilmu 

Hukum dengan isu dalam penelitian ini. 

 

3.2. Jenis Data 

 Data yang digunakan adalah data sekunder, menggunakan hasil kajian 

sistemik tentang “Potensi Maladministrasi dalam Pelayanan Penyelesaian Sengketa 

Tanah dan Blokir Tanah pada Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung” oleh Tim 

Kajian Ombudsman Proivinsi Lampung pada 7 (tujuh) Kantor Pertanahan di Provinsi 

Lampung, pada tahun 2018. 
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 Selain itu, data sekunder lainnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

1.  Bahan hukum primer yang digunakan, meliputi: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria; 

d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, 

dan  Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah; 

g. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional; 

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Kementerian  Agraria dan Tata Ruang; 

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional; 

j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; 

k. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; 

l. Keputusan Presiden nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. 
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2.  Bahan hukum sekunder yang digunakan, meliputi: 

a. Buku literatur tentang Ilmu Hukum, Hukum Pertanahan, Hukum Penyelesaian 

Sengketa Tanah, Maladministrasi, Teori Hukum, dan Organisasi dan Birokrasi 

Pemerintahan; 

b. Tesis dan Disertasi tentang Maladministrasi; 

c. Artikel ilmiah tentang Hukum Pertanahan, Hukum Penyelesaian Sengketa 

Tanah, Maladministrasi, Teori Hukum, dan Organisasi dan Birokrasi 

Pemerintahan. 

3. Bahan hukum tersier yang digunakan, meliputi: 

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); 

b. Black’s Law Dictionary Edisi ke-9; 

c. Kamus Bahasa Latin – Indonesia; 

d. Kamus Bahasa Belanda – Indonesia; 

  

3.3. Analisis Data 

 Data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian dianalisis dengan 

menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan dilakukan mulai dari pendekatan yang 

khusus dengan menggunakan indikator-indikator maladministrasi, dan berakhir 

dengan konsep penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.
103
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Kencana, 2014), hlm. 387. 
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3.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.4.1. Prosedur Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu 

mengelaborasikan data sekunder dengan peraturan perundang-undangan, artikel 

ilmiah, buku-buku dan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, guna 

memperoleh bahan penelitian. 

 

3.4.2. Pengolahan Data 

1. Inventarisasi: melakukan pengumpulan data sesuai permasalahan yang ada; 

2. Sistematisasi: menempatkan data yang saling berhubungan secara sistematis; 

3. Interpretasi: menginterpretasikan data secara teoritis dan menurut pandangan 

peneliti; 

4. Analisis: menganalisis data sesuai permasalahan guna menjawab permasalahan 

yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

1.  Pada pendaftaran tanah untuk pertama kali, maladministrasi yang terjadi 

disebabkan oleh kelalaian atau ketidakkompetenan petugas yang 

bertanggungjawab mengumpulkan data fisik dan data yuridis sehingga sertipikat 

tanah yang diterbitkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan maupun pihak-

pihak yang terlibat. Sedangkan maladministrasi pada pelayanan penyelesaian 

sengketa tanah di BPN disebabkan oleh pengabaian hukum, penyelewengan 

prosedur, dan penafsiran hukum untuk kepentingan sekelompok orang. 

2. Terhadap produk hukum yang maladministrasi, BPN dapat membatalkannya tanpa 

adanya suatu permohonan, dengan catatan apabila sudah jelas terdapat 

maladministrasi. Akibat hukum maladministrasi oleh BPN yaitu tidak sahnya 

tindakan pemerintah karena melanggar keabsahan tindakan pemerintah. Akibat 

hukum bagi maladministrasi yang telah masuk dalam otoritas Ombudsman adalah 

BPN wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. 

3. Penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dapat dicapai apabila BPN 

merestrukturisasi sistem hukum, mengoptimalisasi perkembangan birokrasi, dan 

memelihara fungsi hukumnya. 
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5.2. Saran 

1. Saran untuk BPN, bahwa perlu dilakukan hal-hal yang telah dikemukakan pada 

sub bab penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. BPN perlu 

merestrukturisasi sistem hukum, mengoptimalisasi perkembangan birokrasi, dan 

memelihara fungsi hukumnya. Selain itu BPN dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya dituntut untuk menciptakan kerja yang profesional dengan prinsip 

efisien dan efektif sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi Kementerian 

ATR/BPN, dan terus melakukan self-assessment untuk mengetahui sejauh mana 

kemajuan dari hasil pelaksanaannya. 

2. Saran untuk masyarakat, bahwa kerjasama yang baik dari masyarakat juga 

diperlukan dalam menyelesaikan sengketa tanah di BPN. Dengan mematuhi 

peraturan hukum yang ada, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat 

menyebabkan sengketa tanah dengan mengakal-akali patok tanah atau tindakan 

lainnya yang melanggar hukum, dapat membantu BPN dalam mengurangi 

permasalahan sengketa tanah di Indonesia. 
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